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RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH,
SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.

Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/
atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan
kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam

rangka Dekonsentrasi.



10.

11.

12.

13.

14.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat
Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/
wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
umum di Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan  Pemerintahan  Pillhan adalah  Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara
minimal.

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya
disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan
untuk membahas penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum.

Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah
pada wilayah tertentu.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah
gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan
wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali

kota untuk kota.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Kepala
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang
dipimpin oleh camat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan
lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau
tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah
antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota,
TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia
usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta
keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi
Kewanitaan) dan  kelompok  masyarakat rentan
termarginalkan.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan
Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan
Bupati/Wali Kota.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangannya.
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23.

24.
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26.

27.

28.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka
waktu tertentu di Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah
suatu proses pemantauan dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan
serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,
dan efektif.

Evaluasi Rancangan  Peraturan Daerah  adalah
pengkajian dan  penilaian terhadap Rancangan
Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui
kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat = RPJPD adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah.

Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan
dokumen perencanaan S (lima) tahunan yang disiapkan
oleh  pemerintah  Daerah  dengan  sepenuhnya
menggunakan pendekatan teknokratik sebelum
terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang
selanjutnya  disingkat RPJPN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya  disingkat RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5
(lima) tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
dengan RKP adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan
program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih
yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan
mempertimbangkan hal penting lainnya.

Program Strategis Nasional adalah program yang
ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat
strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta
menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan  maupun pada tahun = anggaran
berikutnya.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan
keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber
dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas
belanja dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan

misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
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Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat
perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/
panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang
akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan
pembangunan Daerah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat
Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap
sebagai penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah  fokus
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
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60.

ol.

62.
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Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Program pembangunan Daerah adalah program strategis
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai
sasaran RPJMD.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
(output), hasil (outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
Musyawarah perencanaan pembangunan yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun

rencana pembangunan Daerah.
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Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi
pelaksanaan wurusan pemerintahan Daerah untuk
merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/
kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang
merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan
pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota kedalam struktur dan pola
pemanfaatan ruang wilayah.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah  menjadi dasar dan  terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program.

Sistem  Informasi Pembangunan  Daerah  yang
selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem
yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengolah data pembangunan Daerah.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
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69. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah  Daerah
otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah
pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan
keterkaitan atau pengaruh dalam = pelaksanaan
pembangunan.

70. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah;

b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD; dan

c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pasal 3
Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk
mewujudkan pembangunan Daerah dalam  rangka
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses

dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-

prinsip, meliputi:

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional;

b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan
masing-masing;

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana

pembangunan Daerah; dan



d.
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dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang
dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika

perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

a.

=3

o o

5@ ™o

e

(1)

(2)

(3)

(4)

transparan;
responsif;
efisien;
efektif;
akuntabel;
partisipatif;

terukur;

. berkeadilan;

berwawasan lingkungan; dan

berkelanjutan.

Pasal 6
Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah
dan perubahan yang terjadi di Daerah.
Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan
masukan terendah atau masukan terendah dengan
keluaran (output) maksimal.
Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,
yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya
yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling

optimal.
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(7)

(8)

9)
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Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan
pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada masyarakat.

Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam
setiap proses tahapan perencanaan pembangunan
Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok
masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus
komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki akses dalam
pengambilan kebijakan.

Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g,
yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat
diukur serta cara untuk mencapainya.

Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah,
sektor, pendapatan, gender dan usia.

Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil
dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan
lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber

daya alam dan sumber daya manusia.

(10)Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa depan dengan
memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam
mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya

manusia.
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BAB II
TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7
Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada
proses, menggunakan pendekatan:
a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan

d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

(1) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

(2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan.

(3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan
misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah yang
dibahas bersama dengan DPRD.

(4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah
pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa,
Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi,

hingga nasional.
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Pasal 9
Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada
substansi, menggunakan pendekatan:
a. holistik-tematik;
b. integratif; dan

c. spasial.

Pasal 10

(1) Pendekatan  holistik-tematik  dalam  perencanaan
pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi,
tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang
saling berkaitan satu dengan lainnya.

(2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan
beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan
fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan Daerah.

(3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan

dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Daerah dan

Rencana Perangkat Daerah

Pasal 11

(1) Perencanaan  pembangunan Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap
rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat
Daerah.

(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
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c. RKPD.

(3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:
a. Renstra Perangkat Daerah; dan

b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 12

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah
kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan
lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD,
RTRW dan RPJMN.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf c¢ merupakan penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat.
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Pasal 13

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman

kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 14

(1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

(2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan
Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

(3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada
e-planning.

(4) Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dan Renja Perangkat Daerah.

(2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah
dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi,
sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan

pemangku kepentingan.
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Pasal 16

(1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal;

C. penyusunan rancangan;

d. pelaksanaan Musrenbang;

e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

(2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun
dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;

b. penyusunan rancangan awal,

C. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah /lintas
Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan RPJPD

Paragraf 1
Persiapan penyusunan RPJPD

Pasal 17
Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah
tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
b. orientasi mengenai RPJPD;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
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Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 18
(1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilaksanakan
paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode
sebelumnya berakhir.

(2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 19
(1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mencakup:
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;

perumusan visi dan misi Daerah;

o

=

perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok

Daerah; dan
g. KLHS.

(2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah
dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka

panjang.

Pasal 20
Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disajikan dengan
sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi Daerah;
c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
d. visi dan misi Daerah;

arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan

.0

penutup.
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Pasal 21

(1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, dibahas tim penyusun bersama dengan
Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan
saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat
pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.

(3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala
Perangkat Daerah.

(4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan
berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).

Pasal 22

(1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (4), dibahas dengan para pemangku
kepentingan melalui forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat
setelah rancangan awal disusun.

(3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.

(4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang
ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili
pemangku kepentingan.

(5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan
berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4).
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Pasal 23
(1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan
rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (5) kepada Menteri dan/atau gubernur
untuk dikonsultasikan.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak

rancangan awal disusun.

Pasal 24

(1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap
rancangan awal RPJPD provinsi.

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah.

Pasal 25

(1) Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal
RPJPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 kepada gubernur.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap
rancangan awal RPJPD kabupaten/kota.

(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 26
(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah.
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(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen
diterima secara lengkap.

(3) Dokumen  diterima secara lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah;

b. rancangan awal RPJPD provinsi; dan

c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah

provinsi.

Pasal 27

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan
melibatkan Perangkat Daerah provinsi.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen
diterima secara lengkap.

(3) Dokumen  diterima secara lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota
kepada gubernur;

b. rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan

c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah

kabupaten/kota.

Pasal 28
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah menyampaikan saran penyempurnaan rancangan
awal RPJPD provinsi kepada gubernur paling lambat 10

(sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.
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(2) Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal
RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling

lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 29

(1) Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJPD
provinsi menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran
penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1).

(2) Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal
RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD
berdasarkan saran  penyempurnaan = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(3) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan

sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 30
BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan

untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 31

(1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas
rancangan RPJPD dalam rangka penajaman,
penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi,
misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

(2) BAPPEDA  melaksanakan dan mengkoordinasikan
Musrenbang RPJPD.
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(3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

(4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6
(enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari
kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain
terkait, dapat diundang menjadi peserta atau

narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 32
Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili

pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 33

(1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan
proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan
akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil
Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32.

(2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang
RPJPD.

(3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan

sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 34
(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) yang
dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat

Daerah yang membidangi hukum.
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(2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu
setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah
yang membidangi hukum untuk melakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi hukum menyampaikan hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf
persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan
Daerah.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala
Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan
disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA
kepada Kepala Daerah.

Pasal 36
(1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam
rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan
Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJPD.
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(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir
RPJPD.

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD

disusun.

Pasal 37

(1) Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala
Daerah kepada DPRD.

(2) Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan
bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu)
bulan setelah dilakukan persetujuan.

(3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama,
maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap

telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 5
Penetapan RPJPD

Pasal 38
(1) Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD provinsi yang telah dievaluasi oleh
Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang
RPJPD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah
RPJPD periode sebelumnya berakhir.
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(2) Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah
dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan
setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 39
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan  Peraturan Daerah  tentang RPJPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, anggota DPRD
dan gubernur/ Dbupati/wali kota dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 40
(1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib menjadi
pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan
program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
(2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun

tertulis pada saat kampanye.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan RPJMD

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 41
Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. penyusunan rancangan Kkeputusan Kepala Daerah

tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
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b. orientasi mengenai RPJMD;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

d. penyiapan data dan informasi perencanaan
pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan

e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 42
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, diselesaikan paling
lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah terpilih.

Pasal 43
Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, mencakup:
a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan

e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 44
Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43, disajikan dengan sistematika paling sedikit
memuat:
pendahuluan;

a.
b. gambaran umum kondisi Daerah;

o

gambaran keuangan Daerah; dan

o

permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 45
(1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 dibahas tim penyusun bersama dengan
Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan

saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
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(2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala
Perangkat Daerah.

(3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan
berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

(1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Kepala
Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah
terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan,
rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan
dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala
Daerah terpilih.

(2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit
memuat:

a. pendahuluan;

=3

gambaran umum kondisi Daerah;

gambaran keuangan Daerah;

e oo

permasalahan dan isu strategis Daerah;

visi, misi, tujuan dan sasaran;

S0

strategi, arah kebijakan dan program pembangunan
Daerah;
g. kerangka pendanaan pembangunan dan program
Perangkat Daerah;
h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
i. penutup.
(3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala
BAPPEDA sebagai ketua tim.
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Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 47

(1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

(2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan

rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi,

misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah terpilih.

(3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a.

o

f.

g.

penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;

penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;

c. perumusan tujuan dan sasaran;
d.

€.

perumusan strategi dan arah kebijakan;
perumusan program pembangunan Daerah;
perumusan program Perangkat Daerah; dan

KLHS.

(4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah

perumusan kebijakan perencanaan.

(5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika

paling sedikit memuat:

a.

o

oo a0

pendahuluan;

gambaran umum kondisi Daerah;

gambaran keuangan Daerah;

permasalahan dan isu srategis Daerah;

visi, misi, tujuan dan sasaran;

strategi, arah kebijakan dan program pembangunan
Daerah;

kerangka pendanaan pembangunan dan program

Perangkat Daerah;
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h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

i. penutup.

Pasal 48

(1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (4), dibahas dengan para pemangku
kepentingan melalui forum konsultasi publik.

(2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah  rancangan awal RPJMD disusun, dan
dikoordinasikan oleh BAPPEDA.

(3) Forum konsultasi publik provinsi melibatkan BAPPEDA
kabupaten/kota, Perangkat Daerah provinsi, dan
pemangku kepentingan.

(4) Forum konsultasi publik Daerah kabupaten/kota
melibatkan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan
pemangku kepentingan.

(5) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh
masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

(6) Hasil konsultasi publik provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan yang ditandatangani oleh BAPPEDA
kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi, dan setiap
unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

(7) Hasil konsultasi publik kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang
mewakili pemangku kepentingan.

(8) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan
berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 49
(1) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8) kepada
Kepala Daerah untuk memperoleh  persetujuan

pembahasan dengan DPRD.
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(2) Kepala Daerah mengajukan rancangan awal RPJMD
kepada DPRD wuntuk dibahas dan memperoleh
kesepakatan.

(3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling
lambat 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah dilantik.

(4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling
lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.

(5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota
kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
dan ketua DPRD.

(6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan
nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) maka Kepala Daerah dapat

melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 50

(1) Gubernur dan/atau bupati/wali kota mengajukan
rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (6) kepada Menteri dan/atau gubernur
untuk dikonsultasikan.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah
Kepala Daerah /wakil Kepala Daerah dilantik.

Pasal 51
(1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan

Daerah.
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Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap
rancangan awal RPJMD provinsi.

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disampaikan dalam bentuk surat Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah.

Pasal 52

Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal
RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 kepada gubernur.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap
rancangan awal RPJMD kabupaten/kota.

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 53

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen

diterima secara lengkap.

Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. surat permohonan konsultasi dari gubernur kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah;

b. rancangan awal RPJMD provinsi;

c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD
provinsi dengan DPRD; dan

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan  perencanaan pembangunan jangka

menengah Daerah provinsi.
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Pasal 54
Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat
(1) dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan
melibatkan Perangkat Daerah provinsi.
Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen
diterima secara lengkap.
Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota
kepada gubernur;
b. rancangan awal RPJMD kabupaten/kota;
c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD
kabupaten/kota dengan DPRD; dan
d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah

kabupaten/kota.

Pasal 55

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah menyampaikan saran penyempurnaan
rancangan awal RPJMD provinsi kepada gubernur paling
lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal
RPJMD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling

lambat 5 (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Pasal 56
Gubernur menyempurnakan rancangan awal RPJMD
provinsi berdasarkan saran penyempurnaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal
RPJMD kabupaten/kota berdasarkan saran
penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (2).
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Pasal 57
BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala
Daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran Kepala
Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat

Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 58

(1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala
Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

(2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk
menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat

Daerah.

Pasal 59

(1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibahas dengan
pemangku kepentingan dalam forum  Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh
saran dan pertimbangan.

(2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 60
(1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra
Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
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Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 61

(1) Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses
penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan
berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah
provinsi yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1).

(2) Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah
penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan
berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Pasal 62
Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan

sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

Pasal 63
(1) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan
pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
(2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70

(tujuh puluh) hari setelah Kepala Daerah dilantik.
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Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 64

(1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan,
klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan
Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal
RPJMD.

(2) BAPPEDA  melaksanakan dan  mengkoordinasikan
Musrenbang RPJMD.

(3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

(4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75
(tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.

(5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau
dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi

narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 65
Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili
pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang

RPJMD.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 66
(1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan
proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi
rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara
kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65.
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(2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan
sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (5).

Pasal 67

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) yang
dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat
Daerah yang membidangi hukum.

(2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat S5 (lima) hari
setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

(3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah
yang membidangi hukum untuk melakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

(1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi hukum menyampaikan hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(3), kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf
persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJMD.

(2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala
Daerah.

(3) Rancangan Peraturan Daerah  tentang RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan
disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA
kepada Kepala Daerah.



- 40 -

Pasal 69

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam
rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan
Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD.

(2) Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir
RPJMD.

(3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah dilantik.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD

Pasal 70

(1) Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh
Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang
RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah
gubernur dan wakil gubernur dilantik.

(2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah
dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling
lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan
wakil bupati/wali kota dilantik.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), dilaksanakan paling lambat S (lima) bulan setelah

Kepala Daerah dilantik.
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Pasal 71
Apabila  penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak
menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/
bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 72
RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai

instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Penyusunan RKPD

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 73
Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah
tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
b. orientasi mengenai RKPD;
c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 74
Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu
pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun

rencana.



492 -

Pasal 75
(1) Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman
pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional,
dan pedoman penyusunan RKPD.
(2) Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun
berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan
awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional,

dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 76
Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 77

(1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), yaitu penyelarasan
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta
program perangkat Daerah dengan sasaran, arah
kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang RPJMD provinsi.

(2) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat
(2), yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah,
program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema,
agenda pembangunan dan sasaran pengembangan
wilayah dalam RKP serta program strategis nasional
lainnya.

(3) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2),
dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah serta program dan kegiatan
pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran
dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan

kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
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Pasal 78
(1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:

a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;

b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;

c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;

f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;

g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;

h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP

dan program strategis nasional;
i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j- perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

(2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan
pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat
sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan
kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan

secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 79
(1) Hasil penyusunan rancangan awal RKPD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), disajikan
dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

o

gambaran umum kondisi Daerah;

kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

a0

sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;

.0

rencana kerja dan pendanaan Daerah;
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g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
h. penutup.

(2) Hasil penyusunan rancangan awal RKPD kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1),
disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

. pendahuluan;

o Do

. gambaran umum kondisi Daerah;

. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

[oFNe]

. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

. rencana kerja dan pendanaan Daerah;

-0

kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan

g. penutup.

Pasal 80

(1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat
Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum
konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan
saran penyempurnaan.

(2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala
Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang

hadir pada konsultasi publik.

Pasal 81
BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD
berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).

Pasal 82
(1) BAPPEDA  mengajukan  rancangan awal  RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh
persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan

awal Renja Perangkat Daerah.
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(2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
a. net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang
pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah; dan

b. rancangan awal RKPD.

Pasal 83

(1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a
kepada kepala Perangkat Daerah.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum
Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang
RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal
Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk
diverifikasi.

(3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan lampiran:

a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai
indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.

(4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan

Februari.

Pasal 84

(1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan
awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran
Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan
rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

(2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku
kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas
perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan

pertimbangan.
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(3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah
disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk
memastikan  kesesuaian rancangan awal Renja

Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 85
(1) Penyusunan rancangan RKPD provinsi adalah proses
penyempurnaan rancangan awal RKPD  provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)
berdasarkan:
a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah
provinsi yang telah diverifikasi; dan
b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan
program strategis nasional.
(2) Penyusunan rancangan RKPD provinsi sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat
minggu kedua bulan Maret.

Pasal 86

(1) BAPPEDA provinsi mengajukan rancangan RKPD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), kepada
gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam rangka
memperoleh persetujuan terhadap:
a. Rancangan RKPD provinsi; dan
b. pelaksanaan Musrenbang RKPD provinsi.

(2) Penyampaian rancangan RKPD provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
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a. net konsep surat edaran gubernur kepada bupati/
wali kota tentang penyelarasan prioritas
pembangunan; dan

b. jadwal Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 87

(1) Gubernur menyampaikan surat edaran tentang
rancangan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 ayat (2) huruf b kepada bupati/wali kota.

(2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah,
serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan
kabupaten/kota lingkup provinsi.

(3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan lampiran:

a. jadwal pelaksanaan Musrenbang provinsi; dan
b. rancangan RKPD provinsi.
(4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 88
(1) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota adalah
proses penyempurnaan rancangan  awal RKPD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1) disempurnakan berdasarkan:
a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi,
RKP dan program strategis nasional.
(2) Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten/kota

diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 89
BAPPEDA kabupaten/kota mengajukan rancangan RKPD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (2), kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah

dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
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a. rancangan RKPD kabupaten/kota; dan
b. pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi

Pasal 90

(1) BAPPEDA  melaksanakan dan  mengkoordinasikan
Musrenbang RKPD provinsi.

(2) Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.

(3) Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua
bulan April.

Pasal 91
(1) Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan dalam rangka
pembahasan rancangan RKPD provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 90.

(2) Pembahasan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:

a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;

b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

c. menyepakati arah kebijakan pembangunan
kabupaten /kota lingkup provinsi;

d. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif,
indikator dan target kinerja serta lokasi;

e. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan
Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan
nasional; dan

f. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan
kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan
kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil

Musrenbang kabupaten/kota.
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Pasal 92
Penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat
(2) huruf e adalah penyelarasan program dan kegiatan
provinsi dengan program dan kegiatan prioritas pemerintah
yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi, Dana
Alokasi Khusus dan/atau  penyelarasan program
kabupaten/kota dengan program dan kegiatan pemerintah

yang dilaksanakan melalui dana tugas pembantuan.

Pasal 93
Hasil Musrenbang RKPD provinsi dirumuskan dalam berita
acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur
yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir

Musrenbang RKPD provinsi.

Paragraf 5
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota

Pasal 94

(1) BAPPEDA  melaksanakan dan  mengkoordinasikan
Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

(2) Musrenbang RKPD  kabupaten/kota  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku
kepentingan.

(3) Pelaksanaan = Musrenbang RKPD  kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

a. Musrenbang RKPD kabupaten/kota; dan
b. Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

(4) Musrenbang RKPD  kabupaten/kota  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling

lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 95
(1) Musrenbang RKPD  kabupaten/kota  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 94 ayat (4), bertujuan untuk
membahas rancangan RKPD kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
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(2) Pembahasan Rancangan RKPD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dalam rangka:

a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;

b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif,
indikator dan target kinerja serta lokasi;

d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan
Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan
provinsi; dan

e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan
kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program
dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil

Musrenbang kecamatan.

Pasal 96
Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah
kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas
pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95 ayat (2) huruf d berupa program dan
kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan
program Daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk

dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 97
Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota dirumuskan
dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh
unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang

menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten/kota.

Pasal 98
(1) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf 6
merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan
desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
(2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD kabupaten/

kota di kecamatan setelah berkoordinasi dengan
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BAPPEDA kabupaten/kota.

(3) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

(4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan
berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman
pembangunan desa.

(5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang
RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan
menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan
oleh bupati/wali kota.

(6) Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi
dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan
desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas
pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.

(7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:

a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/
kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan
desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas
pembangunan di wilayah kecamatan yang
bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan
prioritas pembangunan;

b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan
yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan
pembangunan desa; dan

c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di
wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah
kecamatan mengacu pada rencana program dalam

rancangan RKPD kabupaten/kota.
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Pasal 99
(1) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan
dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD
kabupaten/kota di kecamatan.
(2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam
Musrenbang Daerah kabupaten/kota dan masukan

penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 100

(1) Perumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan
proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi
menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan
berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

(2) Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e
merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD
kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD
kabupaten/kota berdasarkan berita acara kesepakatan
hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97.

(3) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disajikan paling sedikit dengan

sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 101
(1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada
Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala

Perangkat Daerah.
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(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan
Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan
akhir RKPD.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang
RKPD.

(4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 102

(1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai
bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

(2) Gubernur dan  bupati/wali kota menyampaikan
rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
untuk difasilitasi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak
dokumen diterima secara lengkap.

(4) Dokumen  diterima secara lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota
kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi;

b. rancangan akhir RKPD;

c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;

d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;

e. gambaran konsistensi program dan kerangka
pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada  Peraturan Menteri mengenai

pembentukan produk hukum Daerah.
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(6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai
bahan penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD
provinsi.

(7) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dalam bentuk surat gubenur melalui kepala
BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan
rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota.

Paragraf 8
Penetapan RKPD

Pasal 103

(1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102
ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk
persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah

pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.

Pasal 104
(1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang
RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan.
(2) Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/
Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1
(satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 105
(1) Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah provinsi;
b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan

provinsi dengan kabupaten/kota; dan
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c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara provinsi.

(2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan gubernur
kepada DPRD wuntuk dibahas sebagai landasan

penyusunan rancangan APBD.

Pasal 106

(1) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2)
dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota;

b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
APBD kabupaten/kota serta Rancangan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara kabupaten/kota.

(2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bupati/
wali kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan

penyusunan rancangan APBD.

Pasal 107

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang
RKPD provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah ditetapkan.

(2) Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/
Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dan hasil
penilaian konsistensi program antara RKPD dengan
RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui
BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.
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Bagian Keenam

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 108

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

huruf a, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah
tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat
Daerah;

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra
Perangkat Daerah; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 109
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b

dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal

RPJMD.

Pasal 110
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mencakup:
a. analisis gambaran pelayanan;
b. analisis permasalahan;
c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d. analisis isu strategis;
e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja

dalam rancangan awal RPJMD;
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f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja
Perangkat Daerah; dan

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan

pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 111
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan
sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. tujuan dan sasaran;

e. strategi dan arah kebijakan;

f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

h. penutup.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 112

(1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat
Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang
penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah.

(3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)

dirumuskan dalam Berita Acara.
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(4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan
berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 113

(1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh
kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk
diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam
penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

(2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 114

(1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah
telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan
mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 112 ayat (3).

Pasal 115

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA
menyampaikan saran dan  rekomendasi untuk
penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah
kepada Perangkat Daerah.

(2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah

menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
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(3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah

kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 116
Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, disampaikan
paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian

rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/

Lintas Perangkat Daerah

Pasal 117

(1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2)
dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah
berkoordinasi dengan BAPPEDA.

(2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh
pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

(3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target
kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112.

(4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling
lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)

diterima.
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Pasal 118
Hasil pelaksanaan forum  Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara
kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat
(3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/

lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 119

(1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e,
merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra
Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang
RPJMD.

(2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan
kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah
kebijakan, program pembangunan Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi
disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111.

Paragraf 6

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 120
(1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), disampaikan kepala
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk

diverifikasi.
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(2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1
(satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan.

Pasal 121

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat
(1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah
dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan
Peraturan Daerah tentang RPJMD.

(2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA
menyampaikan saran dan = rekomendasi untuk
penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah.

(3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah.

(4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA wuntuk dilakukan proses

penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 122
Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4), paling
lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan
akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 120 ayat (2).
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Pasal 123

(1) BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada.

(2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1
(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan.

Pasal 124
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan
Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)
menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam
menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai

bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 125

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

huruf a, meliputi:

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah
tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat
Daerah;

b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat
Daerah; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
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Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 126

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan
Desember.

(2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil
evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan
hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun

berjalan.

Pasal 127

(1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2),
bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,
kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta
prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal
Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat
Daerah.

(2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 ayat (2), bertujuan untuk memastikan
bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan
baru yang disusun dalam rancangan awal Renja
Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi

pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 128
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, mencakup:
a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
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Pasal 129

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan

sistematika paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

pendahuluan;
hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

. penutup.

Pasal 130

(1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan

berdasarkan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).

(2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok
sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan

dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

(3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2)
diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala
BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas
Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 131

(1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c
merupakan proses penyempurnaan rancangan awal
Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran
Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

130.
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(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan
dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

(3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Pasal 132
(1) Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3)
disampaikan kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk
diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat

minggu pertama bulan Maret.

Pasal 133

(1) Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2)
disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota
untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan
penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi
rancangan RKPD.

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 134
(1) BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1).
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah

sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
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(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu
disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan
rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah.

(4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat
Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat
Daerah.

(5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 135
Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 134 paling lambat 2 (dua) minggu
setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah
kepada BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
dan Pasal 133.

Paragraf 4
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/

Lintas Perangkat Daerah

Pasal 136
(1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2)
dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah
berkoordinasi dengan BAPPEDA.
(2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh
pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah.
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(3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk
memperoleh masukan dalam rangka penajaman target
kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat
Daerah.

(4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat
edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 131 ayat (1) diterima.

Pasal 137
Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah
dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3),
dirumuskan dalam Dberita acara kesepakatan dan
ditandatangani oleh wunsur yang mewakili pemangku
kepentingan yang menghadiri forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 138

(1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e,
merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja
Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan
ayat (2).

(2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif
Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan
pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang
RKPD.
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(3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Paragraf 6

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 139

(1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3), disampaikan kepala
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk
diverifikasi.

(2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1
(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 140

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat
(1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu
indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan
peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja
Perangkat Daerah lainnya.

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan,
BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi
penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah kepada Perangkat Daerah.

(3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah.

(4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah

kepada kepala BAPPEDA.
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Pasal 141
Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah
penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).

Pasal 142

(1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir
Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Perkada.

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 143
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 142 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan

Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 144

(1) Perencanaan  pembangunan Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada data dan
informasi yang dikelola dalam SIPD.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber
daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing,
serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen

perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.



-70 -

Pasal 145

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
144 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja
pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan.

(3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi
indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target
pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen
rencana pembangunan nasional.

(4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 146
Capaian kinerja pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) memperhatikan
indikator yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Kesembilan
Penyusunan RKPD bagi Daerah
yang Belum Memiliki RPJMD

Pasal 147

(1) Untuk  menjaga  kesinambungan  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi,
penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta
arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu
pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan
pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan
nasional.

(2) Untuk  menjaga  kesinambungan  penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/
kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota
dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan
program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/
kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pasal 148
(1) Kepala Daerah yang diperpanjang masa jabatannya 2
(dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
(2) RPUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu

masa jabatan.

Bagian Kesepuluh

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Otonom Baru

Pasal 149
(1) Penjabat Kepala Daerah otonom baru menyusun

rancangan RKPD.
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(2) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD induk.

(3) Berpedoman pada RPJMD induk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), yaitu mengacu pada identifikasi
permasalahan  pembangunan dan isu  strategis
berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu
dalam wilayah administratif pemerintahan Daerah
otonom yang baru dibentuk.

(4) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), disusun kerangka ekonomi Daerah dan
pendanaan, prioritas, lokasi, dan sasaran pembangunan
Daerah  serta rencana  program dan  kegiatan
pembangunan tahunan Daerah.

(5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS,
dan RAPBD.

Pasal 150
Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki
RPJMD, Kepala Daerah yang diperpanjang masa jabatannya
2 (dua) tahun atau lebih dan bagi Daerah otonom baru tetap

berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB III
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 151
(1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah
adalah  perumusan rancangan  teknokratik dan
penyusunan rancangan awal rencana pembangunan

Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
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a. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18;

b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 47;

c. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74;

d. rancangan awal Renstra  Perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109; dan

e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 126.

(2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja
perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana

pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

(3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen
rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan
prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan
efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah

dan nasional.

Pasal 152

Agar rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 151 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu

dilakukan persiapan, meliputi:

a.
b.

C.

pembentukan tim perumus;

orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
penyusunan agenda kerja tim perumus; dan

penyiapan data dan informasi perencanaan

pembangunan Daerah.

Pasal 153

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 151, meliputi:

a.

b.

analisis gambaran umum kondisi Daerah;

analisis keuangan Daerah;
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c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan
lainnya;

d. KLHS;

e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu

strategis Daerah;

perumusan dan penjabaran visi dan misi;

perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;

5o

. perumusan strategi dan arah kebijakan;

o

perumusan prioritas pembangunan Daerah;
j- perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat
Daerah; dan

k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Paragraf 1

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 154

(1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153 huruf a, dianalisis dalam penyusunan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

(2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah
hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja
Perangkat Daerah.

(3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh
Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5

(lima) tahun terakhir.

Pasal 155
(1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 154 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan
prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan
dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran

umum kondisi Daerah.
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(2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan
demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan
umum, dan daya saing Daerah.

(3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat

menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Analisis Keuangan Daerah

Pasal 156

(1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan
RPJMD dan RKPD.

(2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas
riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan
pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan
keuangan Daerah.

(3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan

pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 157

(1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan
keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah
dengan dikonsultasikan kepada BAPPEDA.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimaksudkan wuntuk menjamin kesesuaian antara
kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan
pendanaan pembangunan.

(3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total
penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan

belanja tidak langsung.
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Pasal 158

(1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas
pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;

(2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib
dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan
dasar;

(3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi
dan misi Kepala Daerah.

(4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan

urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 3
Sinkronisasi Kebijakan dengan Perencanaan

Pembangunan Lainnya

Pasal 159

(1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c,
dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD.

(2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan
pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen
perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan
Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan
pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta
pembangunan antar Daerah.

(3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan
pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional

yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
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(4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan
pembangunan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota
dengan menelaah kebijakan Daerah provinsi yang
berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah
kabupaten /kota.

(5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan
pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak
pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah

lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 160

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159

mengandung makna:
a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu
menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran
pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi
dengan nasional;
b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan
RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah
kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang maupun jangka menengah Daerah dengan
tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana
pola ruang wilayah;
c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka
menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya
alam;

2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau
fungsi lingkungan hidup;

3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan
pelestarian sumber daya alam; dan

4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
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. memperhatikan = RPJPD Daerah  lainnya  dalam
penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara
menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan,
pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah
lainnya;

. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD
dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi,
arah kebijakan dan program pembangunan jangka
menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran
pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan
RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran,
strategi, arah kebijakan dan program pembangunan
jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda
pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah,
dan program strategis nasional dengan memperhatikan
kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;

. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan
RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara
menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
strategi dan program pembangunan jangka menengah
Daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas
pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan
prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan
kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan
karakteristik Daerah;

. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan
RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi
dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan
Daerah lainnya;

memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam
penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan
dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam
rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional;
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j.- mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD dilakukan
dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan
prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan
Daerah; dan

k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD
kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan
prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah

kabupaten/kota.

Paragraf 4
KLHS

Pasal 161
KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d,
yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan
memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui
penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi,
mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan

kegiatan.

Pasal 162
(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161,
dilaksanakan dengan mekanisme:

a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan
berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau
program pembangunan Daerah;

b. perumusan alternatif penyempurnaan program
pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang
hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi,
dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan;
dan

c. penyusunan rekomendasi  perbaikan  terhadap
program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan
berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi,

dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
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(2) Mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Menteri.

Paragraf 5
Perumusan Permasalahan Pembangunan dan

Analisis Isu Strategis Daerah

Pasal 163

(1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, dirumuskan dalam
penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

(2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan
permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.

(3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar
perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan

Perangkat Daerah.

Pasal 164

(1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
153 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan
RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan
permasalahan Perangkat Daerah.

(2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar
Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana
pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat
Daerah.

(3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika
lingkungan eksternal baik skala regional, nasional,
maupun internasional yang berpotensi memberi dampak
terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah

maupun jangka panjang.
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(4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar
perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan

Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi

Pasal 165

(1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153
huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk
RPJMD.

(2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran
umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD
dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan
pembangunan untuk pencapaiannya.

(3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan
kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan
secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan
pembangunan jangka menengah.

(4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami
para pemangku kepentingan dan dasar perumusan

kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 166

(1) Visi dan misi pembangunan S (lima) tahunan (RPJMD)
merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah
terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas
pembangunan Daerah.

(2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD)
menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja
pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan
Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak
langsung.

(3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD)
sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah

disampaikan dalam masa kampanye.
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Paragraf 7

Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Sasaran pokok

Pasal 167

(1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf g,
dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf
g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.

(3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153
huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.

(4) Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk
menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam
jangka panjang, menengah, dan tahunan.

(5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan
sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.

(6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja
pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka
pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam
RPJPD.

(7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing

Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 168

(1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan
visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian
permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

(2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.

(3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi
dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi

sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
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(4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi
dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan
sasaran Renstra Perangkat Daerah.

(5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran-
antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan
dijadikan  pedoman dalam = menyusun  prioritas
pembangunan RKPD.

(6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian
kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana
kerja tahunan.

(7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan
target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama

target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 169
Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan
indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat

dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 170
(1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
provinsi/kabupaten/kota.
(2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat
Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Pasal 171
(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf
h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
(2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153
huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan

RPJMD.
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(3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas
pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang
dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang
harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon
Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode
berkenaan.

(4) Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan
Daerah S (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam
kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam
menentukan prioritas pembangunan RKPD periode

berkenaan.

Pasal 172

(1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara
teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan
isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas
Nasional.

(2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan
permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta
mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan

oleh kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 9

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 173

(1) Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD
untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat
Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui
strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

(2) Perumusan program pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara

teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
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(3) Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan
arah kebijakan dan diselaraskan dengan program
strategis nasional.

(4) Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi
tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah
dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

(S) Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan
kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target
standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan
Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun

usulan prioritas lainnya.

Paragraf 10
Perumusan Sasaran, Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah

Pasal 174

(1) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf j,
dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.

(2) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf j,
dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan
Renstra Perangkat Daerah, program pembangunan
Daerah, serta perkembangan permasalahan
pembangunan Daerah lainnya.

(3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja
pembangunan Daerah, BAPPEDA menyusun daftar
program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan
Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

(4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program
dan kegiatan pembangunan Daerah yang selanjutnya

ditetapkan dengan Perkada.
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(5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi
Perangkat Daerah.

(6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan
sesuai dengan perkembangan dan permasalahan

pembangunan Daerah.

Pasal 175
(1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan disusun berdasarkan:

a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka
menengah serta perencanaan dan penganggaran
terpadu;

b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada
SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang
berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata
Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan
pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat
Daerah.

(2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1)
huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan
dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan

kemampuan Perangkat Daerah.

Pasal 176

(1) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah
bersumber dari APBD.

(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi
masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain
dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang

sah.
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Pasal 177
Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD
harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan

Daerah.

Paragraf 11
Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 178

(1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian
permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari
DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat
dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

(2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas
pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

(3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat
rancangan awal disusun dan dokumen tahun
sebelumnya yang belum ditelaah.

(4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan
dalam daftar permasalahan pembangunan yang
ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

(5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu
sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

(6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah
yang telah memiliki SIPD.

(7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah
melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan
perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan
atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
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Bagian Kedua

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 179

(1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAPPEDA
serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku
kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi
atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan
program pembangunan Daerah.

(2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi
kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi
yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan
isu strategis Daerah.

(3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara
bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan
tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

(4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 180

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan
hasil rencana pembangunan Daerah;

b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW
Nasional;

c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW
Daerah;

d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
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kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 181

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi.
Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup
Daerah  provinsi, @ Daerah  kabupaten/kota dan
antarkabupaten/kota.

Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup

kabupaten/kota.

Pasal 182

Antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181
ayat (1), mencakup perencanaan pembangunan Daerah
pada satu Daerah provinsi dan dengan Daerah provinsi
lainnya yang berbatasan dan/atau Daerah provinsi yang
memiliki keterkaitan pembangunan dalam jangka waktu
tertentu.

Lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 181 ayat (2), mencakup perencanaan
pembangunan Daerah provinsi, satu Daerah
kabupaten/kota dan dengan Daerah kabupaten/kota
yang berbatasan dan/atau Daerah kabupaten/kota yang
memiliki keterkaitan pembangunan pada wilayah Daerah
provinsi dalam jangka waktu tertentu.

Lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 181 ayat (3), mencakup perencanaan
pembangunan Daerah pada wilayah Daerah

kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu.
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Pasal 183
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, meliputi:
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah; dan

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Antarprovinsi

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan

Perencanaan Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pasal 184
Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf a, meliputi
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang,

jangka menengah dan tahunan Daerah.

Pasal 185

(1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah
antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184,
mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok
dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan
RPJPD provinsi masing-masing yang ditetapkan dengan

Perda.
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Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi,
selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang
nasional,

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan
RTRW provinsi masing-masing;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi
lainnya;

d. RPJPD selaras dengan RTRW provinsi lainnya;

e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah
provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan
jangka panjang nasional,

f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka
panjang Daerah provinsi, sesuai dengan
pembangunan jangka panjang nasional; dan

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan RPJPD provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan  perumusan  kebijakan = perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi, telah
berpedoman pada RPJPN dan RTRW provinsi masing-
masing, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi

lainnya.

Pasal 186
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

jangka panjang Daerah antarprovinsi.
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(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang
Daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian
dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah
provinsi berkenaan.

(3) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (4),
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh
gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 187

(1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184
mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan arah kebijakan, program pembangunan
Daerah, serta kerangka pendanaan pembangunan dan
program Perangkat Daerah, dan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan
RPJMD provinsi masing-masing ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah
kebijakan, selaras dengan visi, misi, arah kebijakan
dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang

Daerah serta RTRW;
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b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah
provinsi, berpedoman pada arah, kebijakan umum,
serta prioritas pembangunan nasional, arah,
kebijakan, dan ©prioritas untuk bidang-bidang
pembangunan, dan pembangunan kewilayahan
dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi,
dan karakteristik Daerah;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka  menengah  Daerah, selaras  dengan
pembangunan jangka menengah Daerah provinsi
lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah Daerah,
selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang
Daerah provinsi lainnya;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah  Daerah  provinsi, mengarah pada
pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
menengah Daerah provinsi masing-masing; dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RPJMD provinsi.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, telah
berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW provinsi
masing-masing, serta memperhatikan RTRW provinsi

lainnya.

Pasal 188
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka

menengah Daerah antarprovinsi.
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(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah
Daerah antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah provinsi
berkenaan.

(3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (4),
ditemukan adanya  ketidaksesuaian/penyimpangan,
Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh gubernur.

(4) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 189
(1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan tahunan Daerah

antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184,

mencakup perumusan sasaran dan prioritas

pembangunan serta program dan kegiatan Perangkat

Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan
RKPD provinsi masing-masing ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta
program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam
penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan sasaran,
arah kebijakan dan program Perangkat Daerah yang

ditetapkan dalam RPJMD provinsi masing-masing;
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b. sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah
dalam menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan
sasaran, prioritas pembangunan nasional, dan
program strategis nasional terutama program/
kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua
wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah
perbatasan antarprovinsi/negara;

c. rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah
dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah
Daerah antarprovinsi, serta pencapaian sasaran
pembangunan tahunan nasional; dan

d. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RKPD provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah
berpedoman pada RKP dan RPJMD provinsi masing-

masing.

Pasal 190

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi
terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah antarprovinsi.
Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah
antarprovinsi, menggunakan hasil pengendalian dan
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah provinsi berkenaan.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4),
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh

gubernur.
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(4) Gubernur menyampaikan hasil tindak  lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi terhadap

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Antarprovinsi

Pasal 191
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 183 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD.

Pasal 192

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antarprovinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, mencakup arah
kebijakan dan sasaran pokok Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dalam
pelaksanaan RPJPD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin visi dan misi, arah
kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang Daerah provinsi telah dipedomani dalam
merumuskan penjelasan visi dan misi, tujuan dan
sasaran RPJMD provinsi masing-masing.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa visi dan misi, arah kebijakan dan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah,
telah dilaksanakan melalui RPJMD provinsi masing-

masing.

Pasal 193
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPJPD antarprovinsi.
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Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4),
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah  penyempurnaan RPJMD provinsi untuk
ditindaklanjuti oleh gubernur.

Gubernur menyampaikan  hasil tindak  lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Pasal 194

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

RPJMD antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 191, mencakup sasaran, arah kebijakan dan

kerangka pendanaan pembangunan serta program

Perangkat Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi

pelaksanaan RPJMD provinsi.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin:

a. sasaran dan arah kebijakan pembangunan Daerah
dalam RPJMD, telah dipedomani dalam merumuskan
sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah
provinsi masing-masing; dan

b. kerangka pendanaan pembangunan dan program
Perangkat Daerah telah dijabarkan, kedalam rencana
program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi
masing-masing.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa sasaran, arah kebijakan dan
kerangka pendanaan pembangunan serta program

Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD

provinsi masing-masing.
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Pasal 195

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD antarprovinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (4)
ditemukan adanya = ketidaksesuaian/penyimpangan,
Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah  penyempurnaan RKPD  provinsi untuk
ditindaklanjuti oleh gubernur.

(3) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri.

Pasal 196

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antarprovinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, mencakup
sasaran dan prioritas pembangunan, program dan
kegiatan Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
pelaksanaan RKPD provinsi.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang
ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan
rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi masing-
masing.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan Daerah serta program dan kegiatan Perangkat
Daerah, lokasi, serta pagu indikatif, telah disusun
kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi

masing-masing.
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Pasal 197

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RKPD antarprovinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 pada ayat (4)
ditemukan adanya = ketidaksesuaian/penyimpangan,
Menteri menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh
gubernur.

(3) Gubernur menyampaikan hasil tindak lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

Paragraf 3
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Antarprovinsi

Pasal 198
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah
antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183

huruf ¢ meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 199

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarprovinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, mencakup
sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi
dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang
Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD
antarprovinsi.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi
dengan capaian sasaran akhir periode RPJMD

provinsi masing-masing; dan
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b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD
provinsi masing-masing dengan sasaran pokok dan
arah kebijakan pembangunan jangka panjang
nasional.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, sasaran

pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang

Daerah provinsi masing-masing dapat dicapai untuk

mewujudkan visi pembangunan jangka panjang

nasional.

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil

evaluasi pelaksanaan RPJPD provinsi masing-masing.

Pasal 200
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD
antarprovinsi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan  kepada  gubernur sebagai bahan
penyusunan RPJPD dan/atau RPJMD  periode

berikutnya.

Pasal 201

Evaluasi terhadap hasil RPJMD  antarprovinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, mencakup
indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan
sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
jangka menengah Daerah provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD
antarprovinsi.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:
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a. konsistensi dan realisasi antara kerangka pendanaan
pembangunan dan program Perangkat Daerah dalam
RPJMD provinsi, dengan capaian program dan
kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD provinsi
masing-masing; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan
prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi
masing-masing, dengan sasaran dan prioritas
pembangunan nasional dalam RPJMN.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah
provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang Daerah, dan
pembangunan jangka menengah nasional.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil

RKPD provinsi masing-masing.

Pasal 202
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJMD
antarprovinsi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada  gubernur sebagai  bahan

penyusunan RPJMD dan/atau RKPD periode berikutnya.

Pasal 203

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPD antarprovinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, mencakup
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta
program dan kegiatan prioritas Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD
antarprovinsi.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:
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a. realisasi antara program dan kegiatan prioritas
Daerah dalam RKPD provinsi dengan capaian
indikator kinerja program dan kegiatan yang
dilaksanakan melalui APBD provinsi masing-masing;
dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan
yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan
laporan realisasi APBD provinsi masing-masing.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana
program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD
provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan
sasaran jangka menengah Daerah provinsi dan mencapai
sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan hasil

evaluasi RKPD provinsi masing-masing.

Pasal 204
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD
antarprovinsi.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan  kepada  gubernur sebagai bahan

penyusunan RKPD periode berikutnya.
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Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten/kota dalam

Wilayah Provinsi

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan

Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

Pasal 205
Pengendalian dan  evaluasi perumusan  kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah lingkup provinsi dan
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
183 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

Pasal 206

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup
perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan
RPJPD provinsi ditetapkan dengan Perda.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi,
selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan
sasaran pokok pembangunan jangka panjang

nasional,
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b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan
RTRW provinsi;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi
lainnya;

d. RPJPD memperhatikan RTRW provinsi lainnya;

e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah
provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan
jangka panjang nasional;

f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka
panjang Daerah provinsi, sesuai dengan
pembangunan jangka panjang nasional; dan

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan RPJPD provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah antarprovinsi,
telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW provinsi serta
memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 207

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah

lingkup provinsi kepada gubernur.



(4)

(1)

(2)

(3)

- 105 -

Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah lingkup provinsi
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat

permohonan evaluasi.

Pasal 208

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan jangka panjang Daerah antarkabupaten/

kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205,

mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok

dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang

Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan

RPJPD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan

dengan peraturan Kepala Daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/
kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan,
sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka
panjang Daerah provinsi dan nasional;

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah kabupaten/kota, selaras dengan arah dan
kebijakan RTRW kabupaten/kota masing-masing;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/
kota lainnya;

d. RPJPD selaras dengan RTRW kabupaten/kota

lainnya;



(4)

(1)

(2)

(3)

- 106 -

e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah
kabupaten/kota, selaras dengan prioritas
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan
nasional,

f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka
panjang Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan
pembangunan jangka panjang nasional; dan

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan RPJPD kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah antarkabupaten/
kota, telah berpedoman pada RPJPD provinsi dan RTRW
kabupaten/kota masing-masing serta memperhatikan

RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 209

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi terhadap kebijakan  perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah antarkabupaten/
kota.

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah
antarkabupaten/kota menggunakan hasil pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota berkenaan.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/

wali kota.
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(4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada gubernur

melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 210
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205,
mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat

Daerah dan RPJMD Provinsi.

Pasal 211

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis
Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210, mencakup perumusan visi dan misi,
strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra
Perangkat Daerah provinsi ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi dan misi Perangkat Daerah provinsi, berpedoman
pada visi dan misi pembangunan jangka menengah
Daerah;

b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah
provinsi,berpedoman pada strategi dan arah
kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;

c. rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah
provinsi, berpedoman pada kebijakan umum dan
program pembangunan serta program prioritas
jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil

kajian lingkungan hidup strategis;
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d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif Perangkat Daerah provinsi, berpedoman
pada indikasi rencana program prioritas dan
kebutuhan  pendanaan  pembangunan  jangka
menengah Daerah;

e. indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi,
berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan
jangka menengah Daerah; dan

f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah,
sesuai dengan penahapan pelaksanaan program
pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan
strategis Perangkat Daerah provinsi, telah berpedoman
pada RPJMD provinsi serta memperhatikan hasil kajian

lingkungan hidup strategis.

Pasal 212

Kepala  Perangkat Daerah  provinsi melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan strategis Perangkat Daerah provinsi.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan
laporan hasil evaluasi  perumusan kebijakan
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 213
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap
laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan strategik Perangkat Daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (3).
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Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA
provinsi menyampaikan rekomendasi dan langkah-
langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh
kepala Perangkat Daerah provinsi.

Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil
tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada kepala BAPPEDA

provinsi.

Pasal 214

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah jangka menengah lingkup provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 mencakup
perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan,
kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan,
dan indikator kinerja Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan

RPJMD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah,
selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah serta

pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi;
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b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah
provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum,
serta prioritas pembangunan nasional, arah,
kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang
pembangunan, dan pembangunan kewilayahan
dalam RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi,
dan karakteristik Daerah;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka  menengah  Daerah, selaras  dengan
pembangunan jangka menengah Daerah provinsi
lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah Daerah,
selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang
Daerah provinsi lainnya;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah  Daerah  provinsi, mengarah pada
pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
menengah Daerah provinsi; dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RPJMD provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah provinsi telah
berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW provinsi,

serta memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 215

Kepala BAPPEDA provinsi melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
jangka menengah Daerah lingkup Daerah provinsi.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan

perbaikan /penyempurnaan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

-111 -

Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
provinsi kepada gubernur.

Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup provinsi
kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah, sebagai lampiran dari surat
permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 53 ayat (3) huruf d.

Pasal 216
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah

antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 205, mencakup perumusan visi dan misi, strategi

dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program,

serta indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan

RPJMD kabupaten/kota masing-masing ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah,
selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah serta
pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah

kabupaten/ kota;
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b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota, selaras dengan arah, kebijakan
umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah,
kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang
pembangunan, dan pembangunan kewilayahan
dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi,
dan karakteristik Daerah;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka  menengah  Daerah, selaras  dengan
pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/
kota lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah Daerah,
selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang
Daerah kabupaten/kota lainnya;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah Daerah kabupaten/kota mengarah pada
pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
menengah Daerah kabupaten/kota masing-masing;
dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RPJMD kabupaten /kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah
antarkabupaten/kota, telah berpedoman pada RPJPD
dan RTRW kabupaten/kota masing-masing, mengacu
pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten/

kota lainnya.

Pasal 217
Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan  evaluasi terhadap kebijakan  perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah

antarkabupaten/kota.
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(2) Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
antarkabupaten/kota, menggunakan hasil pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup
kabupaten/kota berkenaan.

(3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/
wali kota.

(4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan /penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA

provinsi.

Pasal 218
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup
perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan

kebijakan RKPD provinsi.

Pasal 219

(1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 mencakup
tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan
dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
sampai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi

ditetapkan.
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Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan,
sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan
indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, berpedoman
pada rencana program dan kegiatan prioritas
pembangunan tahunan Daerah dalam RKPD, serta
selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja
Perangkat Daerah provinsi telah berpedoman pada RKPD

dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 220

Kepala  Perangkat Daerah  provinsi melakukan
pengendalian dan  evaluasi terhadap  kebijakan
penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan
laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 221
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap
laporan hasil evaluasi  perumusan kebijakan
penyusunan Renja  Perangkat Daerah  provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3).
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Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2),
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA Provinsi menyampaikan rekomendasi
dan langkah-langkah penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah provinsi.

Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil
tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 222

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan

pembangunan tahunan Daerah lingkup provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, mencakup
perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana
program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan

RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam
penyusunan RKPD provinsi, sesuai dengan program
pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD provinsi;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam
menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan indikasi
rencana program prioritas yang ditetapkan dalam
RPJMD provinsi;

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam
menyusun RKPD provinsi, sesuai dengan prioritas
pembangunan nasional terutama program/kegiatan
yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah
provinsi atau lebih, maupun pada wilayah

perbatasan antar Daerah provinsi/negara;
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d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah
dalam menyusun RKPD provinsi, dalam rangka
pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah
Daerah  provinsi, serta pencapaian sasaran
pembangunan tahunan nasional; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RKPD provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD provinsi
telah berpedoman pada RPJMD provinsi dan mengacu

pada RKP.

Pasal 223

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah provinsi.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/
penyempurnaan.

Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi
perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah

provinsi kepada gubernur.

Pasal 224
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah antarkabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, mencakup
perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana

program dan kegiatan prioritas Daerah.



(2)

(3)

(4)

-117 -

Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan

dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
awal sampai dengan RKPD kabupaten/kota masing-
masing ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Peraturan

Wali Kota.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam
penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan
program pembangunan Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD kabupaten/kota masing-masing;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam
menyusun RKPD kabupaten/kota masing-masing,
sesuai dengan indikasi rencana program prioritas
yang ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota
masing-masing;

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam
menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan
prioritas pembangunan provinsi terutama program/
kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua
wilayah Daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun
pada wilayah perbatasan antarkabupaten/kota;

d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah
dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah Daerah antarkabupaten/kota, serta
pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi;
dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RKPD kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD
antarkabupaten/kota telah berpedoman pada RPJMD
kabupaten/kota masing-masing dan mengacu pada

RKPD provinsi.



-118 -

Pasal 225

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan  evaluasi terhadap kebijakan  perencanaan
pembangunan tahunan Daerah antarkabupaten/kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/ wali
kota.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur

melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan

Antarkabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi

Pasal 226
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b,

meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Pasal 227

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226,
mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah
kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  melalui pemantauan dan = supervisi

pelaksanaan RPJPD.
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Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah
dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi,
tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah

dilaksanakan melalui RPJMD provinsi.

Pasal 228

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup provinsi.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup

provinsi kepada gubernur.

Pasal 229
Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226 mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan
arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan
visi pembangunan jangka panjang Daerah masing-
masing Daerah kabupaten/kota.
Pengendalian terhadap pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan

dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
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Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah
kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan
penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD
kabupaten/kota masing-masing.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah
dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota masing-

masing.

Pasal 230

Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD
antarkabupaten/kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali
kota.

Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur

melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 231

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD

lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226,

mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan

RPJMD Provinsi.
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Pasal 232

Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah

provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231,

mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi,

rencana program, kegiatan, kelompok sasaran,
pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah provinsi.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan  melalui pemantauan dan = supervisi

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin:

a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana
program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra
Perangkat Daerah provinsi, telah dipedomani dalam
menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran,
program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan
maju Renja Perangkat Daerah provinsi; dan

b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
provinsi telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran
Renja Perangkat Daerah provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah
provinsi, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran,
pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah provinsi telah dilaksanakan melalui

Renja Perangkat Daerah provinsi.

Pasal 233
Kepala  Perangkat Daerah  provinsi melakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah provinsi.
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Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala Perangkat Daerah provinsi melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah provinsi kepada gubernur melalui

kepala BAPPEDA provinsi.

Pasal 234

Kepala BAPPEDA provinsi menggunakan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra
Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 233 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
RPJMD provinsi.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur
melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan
rekomendasi langkah penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi.
Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil
tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui kepala

BAPPEDA provinsi.

Pasal 235
Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, mencakup
program pembangunan Daerah dan indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi

pelaksanaan RPJMD provinsi.
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(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah Daerah,
telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan
prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi;
dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan  pendanaan  pembangunan  jangka
menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana
program dan kegiatan prioritas pembangunan
tahunan Daerah provinsi.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa program pembangunan Daerah dan
indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah

Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD provinsi.

Pasal 236

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan RPJMD provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (4)
ditemukan adanya = ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA  provinsi melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah

provinsi kepada gubernur.

Pasal 237
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226, mencakup program pembangunan Daerah dan
indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan.
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(2) Pengendalian pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan  supervisi pelaksanaan RPJMD
kabupaten /kota.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah Daerah,
telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan
prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/
kota masing-masing; dan

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan  pendanaan  pembangunan  jangka
menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana
program dan kegiatan prioritas pembangunan
tahunan Daerah kabupaten/kota masing-masing.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah,
telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota

masing-masing.

Pasal 238

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan RPJMD antarkabupaten/kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (4)
ditemukan adanya  ketidaksesuaian/penyimpangan,
gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/
wali kota.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur

melalui BAPPEDA provinsi.
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Pasal 239
Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 mencakup Renja

Perangkat Daerah provinsi dan RKPD provinsi.

Pasal 240

(1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239,
mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif
serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta
kelompok sasaran.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi

penyusunan RKA Perangkat Daerah provinsi.

Pasal 241

(1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240
ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan
kegiatan, lokasi, pagu indikatif, dan indikator kinerja
serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA
Perangkat Daerah provinsi.

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana
indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah

provinsi sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi.

Pasal 242
(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi melaksanakan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah provinsi.
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(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2)
ditemukan adanya = ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Perangkat Daerah provinsi mengambil langkah-
langkah  penyempurnaan agar penyusunan RKA
Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan Renja
Perangkat Daerah provinsi.

(3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan
laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui kepala

BAPPEDA provinsi.

Pasal 243

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap
laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah provinsi yang disampaikan oleh
kepala Perangkat Daerah provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, gubernur melalui kepala
BAPPEDA provinsi menyampaikan rekomendasi dan
langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah provinsi
untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah
provinsi.

(3) Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil
tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui
BAPPEDA provinsi.

Pasal 244
(1) Pengendalian pelaksanaan RKPD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 239 mencakup sasaran dan
prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana
program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu

indikatif.
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(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
pelaksanaan RKPD provinsi.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang
ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan
rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas
Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam

rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

Pasal 245

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (4),
ditemukan adanya  ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/
penyempurnaan.

(3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD provinsi kepada gubernur.

Pasal 246

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD
antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah, lokasi, serta pagu indikatif.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi

pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.



- 128 -

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan Daerah serta rencana program
dan kegiatan prioritas Daerah, lokasi, serta pagu indikatif
dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta
APBD kabupaten/kota masing-masing.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan Daerah serta rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah, lokasi, serta pagu indikatif telah
disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD

kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 247

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RKPD antarkabupaten/kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (4)
ditemukan adanya  ketidaksesuaian/penyimpangan,
gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh bupati/wali
kota.

(3) Bupati/wali kota menyampaikan hasil tindak lanjut
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur

melalui kepala BAPPEDA provinsi.
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Paragraf 3
Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah
Lingkup Provinsi dan Antarkabupaten/kota

dalam Wilayah Provinsi

Pasal 248
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah
lingkup  provinsi, antarkabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 183 huruf c, meliputi RPJPD,
RPJMD, dan RKPD.

Pasal 249

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup
sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk
mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD
lingkup Daerah provinsi.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi
dengan capaian sasaran RPJMD provinsi; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD
provinsi dengan arah kebijakan pembangunan
jangka panjang nasional.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan
sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka
panjang Daerah provinsi dapat dicapai, untuk
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang
nasional.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil

RPJMD provinsi.
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Pasal 250
Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi
terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah provinsi.
Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.
Hasil evaluasi RPJPD provinsi digunakan sebagai bahan
bagi penyusunan RPJPD provinsi untuk periode
berikutnya.
Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap
hasil RPJPD provinsi kepada gubernur.
Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 251

Evaluasi terhadap hasil RPJPD antarkabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 mencakup

sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk
mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD

antarkabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok, arah kebijakan,
penahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian
sasaran RPJMD kabupaten/kota masing-masing;
dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah
kebijakan RPJPD kabupaten/kota masing-masing
dengan arah kebijakan pembangunan jangka

panjang Daerah provinsi.
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Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan
sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan jangka
panjang Daerah kabupaten/kota masing-masing, dapat
dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka
panjang Daerah provinsi.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi

pelaksanaan RPJPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 252
Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
melaksanakan  evaluasi terhadap hasil RPJPD
antarkabupaten/kota.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai bahan
penyusunan RPJPD pada periode berikutnya.
Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi
RPJPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada gubernur.

Pasal 253
Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup
indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan
sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
jangka menengah Daerah lingkup Daerah provinsi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD
provinsi.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengetahui:
a. realisasi antara rencana program prioritas dan
kebutuhan pendanaan RPJMD provinsi dengan
capaian rencana program dan kegiatan prioritas

Daerah dalam RKPD provinsi; dan
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b. realisasi antara capaian rencana program dan
prioritas yang direncanakan dalam RPJMD provinsi
dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran
pembangunan nasional dalam RPJMN.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah
provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan
pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

S5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil

RKPD provinsi.

Pasal 254
Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi hasil
RPJMD lingkup Daerah provinsi.
Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.
Hasil evaluasi RPJMD provinsi digunakan sebagai bahan
bagi penyusunan RPJMD provinsi untuk periode
berikutnya.
Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap
hasil RPJMD provinsi kepada gubernur.
Gubernur  menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 255
Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup
indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan
sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan

jangka menengah Daerah antarkabupaten/kota.
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Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD
kabupaten/kota masing-masing.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan
kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota
masing-masing dengan capaian rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/
kota masing-masing; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan
prioritas yang direncanakan dalam RPJMD
kabupaten/kota masing-masing dengan sasaran
pokok RPJPD kabupaten/kota masing-masing, serta
dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
jangka menengah provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota
masing-masing dan sasaran pembangunan Daerah
jangka menengah Daerah provinsi.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil

RKPD kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 256

Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi
melaksanakan  evaluasi terhadap hasil RPJMD
antarkabupaten/kota.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai bahan
penyusunan RPJMD kabupaten/kota masing-masing
pada periode berikutnya.
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Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi
RPJMD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada gubernur.

Pasal 257

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan

Daerah lingkup provinsi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 248 mencakup hasil Renja Perangkat Daerah provinsi

dan hasil RKPD provinsi.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pasal 258
Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, mencakup
program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, lokasi dan dana indikatif.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA
Perangkat Daerah provinsi.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target
indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja
program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana
indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi
dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra Perangkat
Daerah  provinsi serta sasaran dan  prioritas
pembangunan tahunan Daerah provinsi.
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi
dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran

berjalan.

Pasal 259
Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi

terhadap hasil Renja Perangkat Daerah provinsi.
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Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditemukan adanya  ketidaksesuaian/
penyimpangan, kepala Perangkat Daerah provinsi
melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi menjadi
bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah provinsi
untuk tahun berikutnya.

Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan
laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi

setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 260

Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap
laporan evaluasi Renja Perangkat Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (4).

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditemukan adanya = ketidaksesuaian/
penyimpangan, gubernur melalui kepala BAPPEDA
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala
Perangkat Daerah provinsi.

Kepala Perangkat Daerah provinsi menyampaikan hasil
tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada gubernur melalui kepala

BAPPEDA provinsi.

Pasal 261

Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, mencakup
sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD
provinsi.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:
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a. realisasi antara rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan
capaian indikator kinerja program, lokasi, dan
kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;
dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan
yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan
laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana

program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam

RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi

pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dan

mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi dilaksanakan  setiap triwulan dengan

menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat

Daerah provinsi.

Pasal 262
Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi
terhadap hasil RKPD provinsi.
Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.
Hasil evaluasi RKPD provinsi digunakan sebagai bahan
bagi penyusunan RKPD provinsi untuk tahun
berikutnya.
Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan evaluasi terhadap
hasil RKPD provinsi kepada gubernur.
Gubernur  menyampaikan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), kepada Menteri.
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Pasal 263

Evaluasi terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, mencakup

sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD

kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota,
dengan capaian indikator kinerja program, lokasi,
dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD
kabupaten/kota masing-masing; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan
yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota
dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota
masing-masing.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana

program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam

RKPD kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan

visi pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/

kota, dan mencapai sasaran pembangunan tahunan
nasional.

Evaluasi  dilaksanakan  setiap triwulan dengan

menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 264
Kepala Bappeda provinsi melaksanakan evaluasi
terhadap hasil RKPD antarkabupaten/kota.
Hasil evaluasi hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai
bahan penyusunan RKPD kabupaten/kota masing-

masing untuk tahun berikutnya.
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(3) Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil evaluasi
RKPD antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), kepada gubernur.

Bagian Keempat

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Lingkup Kabupaten/Kota

Pasal 265
Pengendalian dan  evaluasi perumusan  kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah lingkup lingkup Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183
huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

Pasal 266

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
265, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran
pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan
RPJPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
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a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/
kota selaras dengan visi, misi, arah, tahapan,
sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka
panjang provinsi dan nasional;

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah kabupaten/kota selaras dengan arah dan
kebijakan RTRW kabupaten/kota;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang
Daerah selaras dengan arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/
kota lainnya;

d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah
selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;

e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah
kabupaten/kota selaras dengan prioritas
pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;

f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka
panjang Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
pembangunan jangka panjang nasional; dan

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan RPJPD kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan  perumusan  kebijakan = perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota,
telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman
pada RTRW kabupaten/kota serta memperhatikan
RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 267
Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan
pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah
lingkup kabupaten /kota.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (4)
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ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

(3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah
lingkup kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

(4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota kepada gubernur sebagai lampiran

surat permohonan evaluasi.

Pasal 268
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265

mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat

Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 269

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis
Perangkat Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup
perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan,
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator
kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD kabupaten/kota.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra
Perangkat Daerah kabupaten/kota ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
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a. visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota
berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka
menengah Daerah;

b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/
kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan
pembangunan jangka menengah Daerah;

c. rencana program, Kkegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum
dan program pembangunan jangka menengah
Daerah serta melaksanakan KLHS;

d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas
dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka
menengah Daerah;

e. indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota
berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan
jangka menengah Daerah; dan

f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah
sesuai dengan penahapan pelaksanaan program
pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan
strategis Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah
berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota serta
melaksanakan KLHS.

Pasal 270
Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan
pengendalian dan  evaluasi terhadap  kebijakan
perencanaan strategis Perangkat Daerah kabupaten/

kota.
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Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 pada ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota
menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui kepala
BAPPEDA kabupaten/kota.

Pasal 271

Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi
terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan strategik Perangkat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
270 ayat (3).

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA
kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan
langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti
oleh Kepala Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota
menyampaikan  hasil tindak lanjut perbaikan/
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

Pasal 272
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah jangka menengah lingkup Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
268 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan
arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta
indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.



(2)
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Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari

tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan

RPJMD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah
selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah serta
pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah
kabupaten /kota;

b. wvisi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan
umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah,
kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan,
dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai
dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik
Daerah;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah Daerah selaras dengan
pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah Daerah
selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang
Daerah kabupaten/kota lainnya;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah Daerah kabupaten/kota mengarah pada
pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
menengah Daerah kabupaten/kota; dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan

RPJMD kabupaten/kota.
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(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah kabupaten/kota,
berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten/kota,
mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan

RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 273

(1) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
lingkup Daerah kabupaten/kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

(3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil
pengendalian dan  evaluasi terhadap  kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

(4) Bupati/wali kota menyampaikan hasil pengendalian dan
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota kepada gubernur sebagai lampiran

surat permohonan evaluasi.

Pasal 274
Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265,
mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah

dan kebijakan RKPD kabupaten/kota.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Pasal 275
Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
274, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan
kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan
dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
sampai dengan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota
ditetapkan.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan,
sasaran rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan
indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani
rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan
tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra
Perangkat Daerah.
Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja
Perangkat Daerah kabupaten/kota telah berpedoman
pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 276

Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan
pengendalian dan  evaluasi terhadap  kebijakan
penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (4)
ditemukan adanya  ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan

tindakan perbaikan/penyempurnaan.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil
evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala

BAPPEDA kabupaten/kota.

Pasal 277

Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi
terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan
penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota
sebagimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3).

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAPPEDA
kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi dan
langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti
oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak
lanjut perbaikan /penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAPPEDA
kabupaten/kota.

Pasal 278

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
274, mencakup perumusan prioritas dan sasaran,
rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari
tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan
RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Wali Kota.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:



(4)

(1)

- 147 -

a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam
penyusunan RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan
program pembangunan Daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD kabupaten/kota;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam
menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan
indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan
dalam RPJMD kabupaten/kota;

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam
menyusun RKPD kabupaten/kota, sesuai dengan
prioritas pembangunan provinsi terutama
program/kegiatan yang mencakup atau terkait
dengan dua wilayah Daerah kabupaten/kota atau
lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar
Daerah kabupaten/kota;

d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah
dalam menyusun RKPD kabupaten/kota, dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah Daerah kabupaten/kota, serta pencapaian
sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
RKPD kabupaten /kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah
berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota dan mengacu
pada RKPD provinsi.

Pasal 279
Kepala BAPPEDA  kabupaten/kota melaksanakan
pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan tahunan Daerah lingkup

Daerah kabupaten/kota.
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(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala BAPPEDA provinsi melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

(3) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
pembangunan tahunan Daerah kabupaten/kota kepada

bupati/wali kota.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Pasal 280
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan Daerah lingkup kabupaten /kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf b, meliputi

pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 281

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
280, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah
kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan  melalui pemantauan dan = supervisi
pelaksanaan RPJPD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah
kabupaten/kota, telah dipedomani dalam merumuskan
penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD

kabupaten/kota.



(4)
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Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah
dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 282

Kepala BAPPEDA  kabupaten/kota melaksanakan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup
Daerah kabupaten/kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/
penyempurnaan.

Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup

Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota.

Pasal 283

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD

lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 280, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah dan RPJMD kabupaten/kota.

(1)

(2)

(3)

Pasal 284

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 283, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah
serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra
Perangkat Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), harus dapat menjamin:



(4)

(1)

(2)

(3)
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a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana
program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra
Perangkat Daerah kabupaten/kota, telah dipedomani
dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok
sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja
Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan

b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota telah dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota, rencana program, kegiatan, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi,
tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota, telah dilaksanakan melalui Renja

Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 285
Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.
Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota melaporkan
hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat
Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui
kepala BAPPEDA kabupaten/kota.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 286
Kepala BAPPEDA kabupaten/kota menggunakan laporan
hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra
Perangkat  Daerah  kabupaten/kota  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (3), sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan RPJMD kabupaten /kota.
Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kabupaten/
kota menyampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala
Perangkat Daerah kabupaten/kota.
Kepala Perangkat Daerah kabupaten /kota
menyampaikan  hasil tindak lanjut perbaikan/
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA
kabupaten/kota.

Pasal 287
Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
283, mencakup program pembangunan Daerah dan
indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan.
Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
terhadap pelaksanaan RPJMD kabupaten/kota.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin:
a. program pembangunan jangka menengah Daerah
telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan
prioritas pembangunan tahunan Daerah kabupaten/

kota; dan



(4)

(1)

(2)

(3)
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b. indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan  pendanaan  pembangunan  jangka
menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana
program dan kegiatan prioritas pembangunan
tahunan Daerah kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan

memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah

telah dilaksanakan melalui RKPD kabupaten/kota.

Pasal 288
Kepala BAPPEDA  kabupaten/kota melaksanakan
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMD kabupaten/kota.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4),
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/
penyempurnaan.
Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah
lingkup Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali
kota.

Pasal 289

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280,

mencakup Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan

RKPD kabupaten/kota.
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Pasal 290
Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
289, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu
indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan  melalui pemantauan dan  supervisi

penyusunan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 291

Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-
Perangkat  Daerah  kabupaten/kota  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 290 ayat (2), harus dapat
menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu
indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran
telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana
indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan Renja Perangkat Daerah

kabupaten /kota.

Pasal 292

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (2)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota mengambil
langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA
Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan Renja

Perangkat Daerah kabupaten/kota.
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Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan
triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/wali kota melalui
kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

Pasal 293

Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi
terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota
yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah
kabupaten /kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, bupati/wali kota
melalui kepala BAPPEDA kabupaten/kota
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan RKA Perangkat Daerah kabupaten/kota
untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah
kabupaten/kota.

Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota
menyampaikan  hasil tindak lanjut perbaikan/
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA
kabupaten/kota.

Pasal 294

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD kabupaten/
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 mencakup
sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah,
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta
pagu indikatif.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan  melalui pemantauan dan = supervisi

pelaksanaan RKPD kabupaten/kota.
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Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan
kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang
ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan
rancangan KUA, PPAS dan APBD kabupaten/kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun
kedalam  rancangan = KUA, PPAS dan APBD
kabupaten/kota.

Pasal 295

Kepala BAPPEDA  kabupaten/kota  melaksanakan
pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan RKPD
kabupaten/kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (4)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
BAPPEDA  kabupaten/kota  melakukan  tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan hasil
evaluasi pelaksanaan RKPD kabupaten/kota kepada
bupati/wali kota.

Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Lingkup Kabupaten/kota

Pasal 296

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah

lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 183 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.
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Pasal 297

Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

296, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan

penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi

pembangunan jangka panjang Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD

lingkup Daerah kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan
penahapan RPJPD kabupaten/kota dengan capaian
sasaran RPJMD kabupaten/kota; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah
kebijakan  penahapan RPJPD kabupaten/kota
dengan arah kebijakan pembangunan jangka
panjang Daerah provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan

sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka
panjang Daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

S5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi

terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 298

Kepala BAPPEDA  kabupaten/kota melaksanakan
evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup kabupaten /kota.
Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
BAPPEDA  kabupaten/kota  melakukan  tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

Hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota digunakan
sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota

untuk periode berikutnya.
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Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi
terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada
bupati/wali kota.

Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala

BAPPEDA provinsi.

Pasal 299

Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

296 mencakup indikasi rencana program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi,

tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi
pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah
kabupaten/kota.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD

lingkup Daerah kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program prioritas dan
kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota
dengan capaian rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan
prioritas yang direncanakan dalam RPJMD
kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas
pembangunan jangka menengah Daerah provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan

dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah
kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi
pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam

5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil

RKPD kabupaten/kota.
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Pasal 300

(1) Kepala BAPPEDA  kabupaten/kota melaksanakan
evaluasi hasil RPJMD lingkup kabupaten/kota.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Bappeda kabupaten/kota melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi RPJMD kabupaten/kota digunakan
sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota
untuk periode berikutnya.

(4) Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi
terhadap hasil RPJMD kabupaten/kota kepada
bupati/wali kota.

(5) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur melalui kepala

BAPPEDA provinsi.

Pasal 301
Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan
Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 296 mencakup hasil rencana Renja
Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD
kabupaten /kota.

Pasal 302

(1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
301, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja
dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-
Perangkat Daerah kabupaten/kota.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target
indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang

dihadapi.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

- 159 -

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja
program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota  dapat dicapai dalam = rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat
Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota.
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun

anggaran berjalan.

Pasal 303

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi
terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota.
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan adanya  ketidaksesuaian/
penyimpangan, kepala Perangkat Daerah kabupaten/
kota melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota
menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat
Daerah kabupaten/kota untuk tahun berikutnya.

Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota
menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui
kepala BAPPEDA kabupaten/kota setiap triwulan dalam

tahun anggaran berkenaan.

Pasal 304
Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan evaluasi
terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

303 ayat (4).
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Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan adanya = ketidaksesuaian/
penyimpangan, bupati/wali kota melalui kepala
BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala
Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak
lanjut perbaikan /penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui
kepala BAPPEDA kabupaten/kota.

Pasal 305

Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 mencakup

sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD

lingkup Daerah kabupaten/kota.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah dalam RKPD kabupaten/kota
dengan capaian indikator kinerja program dan
kegiatan yang  dilaksanakan melalui APBD
kabupaten/kota; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan
yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota
dengan laporan realisasi APBD kabupaten/kota.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana

program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD
kabupaten/kota  dapat  dicapai dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan jangka menengah

Daerah  kabupaten/kota dan mencapai sasaran

pembangunan tahunan Daerah provinsi.
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Evaluasi  dilaksanakan  setiap triwulan dengan
menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat

Daerah kabupaten/kota.

Pasal 306
Kepala BAPPEDA  kabupaten/kota  melaksanakan
evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten/kota.
Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
kepala BAPPEDA kabupaten/kota melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.
Hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai
bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk
tahun berikutnya.
Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaporkan evaluasi
terhadap hasil RKPD  kabupaten/kota  kepada
bupati/wali kota.
Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui kepala

BAPPEDA provinsi.

BAB V
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 307
Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional
dilakukan koordinasi teknis pembangunan.
Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. kordinasi teknis pembangunan tingkat pusat; dan
b. kordinasi teknis pembangunan tingkat Daerah

provinsi.
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(3) Koordinasi  teknis  pembangunan  tingkat pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan.

(4) Koordinasi  teknis  pembangunan  tingkat pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan
antara  kementerian atau lembaga  pemerintah
nonkementerian dan pemerintah Daerah provinsi.

(5) Koordinasi teknis pembangunan tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan
antara pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah
Daerah kabupaten/ kota.

(6) Koordinasi teknis pembangunan tingkat provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat dengan berkoordinasi dengan Menteri.

(7) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan

Daerah.

Pasal 308

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 307 ayat (1) bertujuan untuk:

a. sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan
Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/
kota, serta pembangunan antar Daerah;

b. penyelarasan target pembangunan nasional antara
pemerintah pusat, Daerah provinsi, dan Daerah
kabupaten/kota dalam dokumen perencanaan;

c. memastikan hasil koordinasi teknis perencanaan telah
ditindaklanjuti secara konsisten dalam dokumen
perencanaan,;

d. penyusunan strategi  pencapaian output secara

terintegrasi; dan
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e. perumusan jadwal, lokus dan fokus kegiatan yang

terintegrasi.

Pasal 309

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 307 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi

teknis pembangunan tahunan.

Bagian Kedua

Koordinasi Teknis

Pasal 310

Koordinasi teknis pembangunan tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 309, dilaksanakan dalam rangka:

a.

sinkronisasi kebijakan pembangunan tahunan nasional
dan Daerah, pembangunan tahunan Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan
tahunan antar Daerah;

penyelarasan target pembangunan tahunan nasional
antara pemerintah pusat, Daerah provinsi, dan Daerah
kabupaten/ kota; dan

sinkronisasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b dilakukan untuk pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi
pembangunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah
dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
serta lokasi pembangunan yang ditetapkan dalam
rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

Pasal 311

Koordinasi teknis pembangunan tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 309 dilaksanakan pada tahapan:

a. pereéncanaan,

b. pelaksanaan;

c. pengendalian; dan
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d. evaluasi.

Pasal 312

(1) Koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan
tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311
huruf a, membahas dan menyepakati:

a. capaian sasaran dan hasil program pembangunan
tahunan nasional dan regional serta rencana target
sasaran dan hasil program pembangunan tahunan
nasional, regional dan provinsi;

b. faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian
sasaran dan hasil program pembangunan nasional,
regional dan Daerah provinsi.

(2) Hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan
tahunan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan
ditandatangani unsur yang mewakili peserta rapat
koordinasi.

(3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP

dan penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi.

Pasal 313
(1) Koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan

tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311

huruf a, membahas dan menyepakati:

a. capaian sasaran dan hasil program pembangunan
tahunan nasional dan Daerah provinsi serta rencana
target sasaran dan hasil program pembangunan
tahunan Daerah kabupaten/kota; dan

b. faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian
sasaran dan hasil program pembangunan nasional

dan Daerah provinsi.
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(2) Hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan
tahunan tingkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dirumuskan dalam Dberita acara
kesepakatan dan ditandatangani unsur yang mewakili
peserta rapat koordinasi.

(3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan
rancangan RKPD provinsi dan  penyempurnaan

rancangan awal RKPD kabupaten/kota.

Pasal 314

Koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan tahunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf b,

dilaksanakan dalam rangka memastikan:

a. kebijakan, target rencana program dan kegiatan prioritas
tahunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran
pembangunan tahunan nasional telah dilaksanakan
dalam kebijakan anggaran; dan

b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan prioritas
tahunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota

tidak tumpang tindih.

Pasal 315
Koordinasi teknis pengendalian pembangunan tahunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf c,
dilaksanakan dalam rangka membahas pencapaian target
rencana pembangunan Daerah dan konsistensi

antardokumen rencana dan anggaran.

Pasal 316
Koordinasi  teknis  evaluasi  pembangunan  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 huruf d
dilaksanakan dalam rangka membahas pencapaian target
Daerah terhadap target pembangunan nasional dan
perumusan tindak lanjut perencanaan pembangunan tahun

berikutnya.
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Pasal 317
Dalam pelaksanaan koordinasi teknis pembangunan
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309,
pemerintah Daerah menyampaikan Renstra Perangkat

Daerah kepada Menteri.

Pasal 318
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi teknis

diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN
RPJMD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 319
(1) Menteri melakukan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebelum
rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh gubernur.
(2) Gubernur melakukan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD
sebelum rancangan Peraturan Daerah ditetapkan oleh

bupati/wali kota.

Bagian Kedua
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

tentang RPJPD dan RPJMD

Pasal 320
(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD provinsi kepada Menteri
melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari

sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.
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(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan Sekretaris Jenderal paling lambat 3 (tiga)
hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah untuk dievaluasi.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar dari gubernur dan
disertai dengan dokumen yang terdiri atas:

a. naskah persetujuan bersama antara gubernur dengan
DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD provinsi;

b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD provinsi;

c. laporan KLHS;

d. hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
RPJPD dan RPJMD provinsi; dan

f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD
dan RPJMD provinsi.

Pasal 321

(1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan
evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD setelah dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 320 ayat (3), diterima secara
lengkap.

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
320 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, Menteri
mengembalikan rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD kepada Daerah pemrakarsa untuk
dilengkapi.
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Pasal 322
Daerah yang telah melengkapi dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 321 ayat (2), menyampaikan surat
permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD kepada Menteri melalui Sekretaris

Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320.

Pasal 323

(1) Direktur  Jenderal Bina  Pembangunan Daerah
melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1).

(2) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah provinsi
tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN
dan RTRW provinsi, kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

(3) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD
provinsi, RTRW provinsi, dan RPJMN, kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

Pasal 324

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD dibentuk tim
evaluasi rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang
RPJPD atau RPJMD.

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian
Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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(4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 323 ayat (2) dan (3) dituangkan dalam berita
acara.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagai bahan penyusunan Keputusan Menteri tentang
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD provinsi.

(6) Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD

dan RPJMD provinsi.

Pasal 325

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1),
Direktur Jenderal @ Bina  Pembangunan Daerah
mengundang pemerintahan Daerah provinsi pemrakarsa
serta pemerintah Daerah provinsi lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

(2) Pejabat pemerintahan Daerah provinsi pemrakarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
Sekretaris Daerah, kepala BAPPEDA, pimpinan DPRD,
dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai

dengan kebutuhan.

Pasal 326

(1) Direktur  Jenderal @ Bina  Pembangunan Daerah
menyiapkan rancangan Keputusan Menteri tentang hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD
dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
324 ayat (5).

(2) Rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri untuk diharmonisasikan dan
dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum

Kementerian Dalam Negeri.
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Pasal 327

(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
324 ayat (6), disampaikan kepada gubernur paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD dan RPJMD diterima secara
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1).

(2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan
pemberian nomor register.

(3) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan
umum, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah provinsi
tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

(4) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
provinsi tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

(5) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah memeriksa
kesesuaian rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang
RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan

Menteri tentang Evaluasi.
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Pasal 328
Gubernur mengajukan permohonan nomor register
rancangan Peraturan Daerah kepada Menteri melalui
Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah bersamaan dengan penyampaian
rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 327 ayat (4) kepada Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah.
Pengajuan permohonan nomor register dengan
melampirkan rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
327 ayat (2) dan ayat (4) dan Keputusan Menteri tentang
evaluasi.
Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah
menyampaikan kembali rancangan Peraturan Daerah
provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan
nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada gubernur.
Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD
dan RPJMD yang telah diberikan nomor register
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan
Daerah disetujui bersama antara DPRD dan gubernur.
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala
Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (3).

Pasal 329
Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam (5)
ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh
gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah.
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(2) Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD dan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

(3) Gubernur yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah
provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 330
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD, tetapi gubernur tetap menetapkan rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD provinsi
menjadi Peraturan Daerah, Mahkamah Agung membatalkan

Peraturan Daerah dimaksud atas rekomendasi Menteri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/kota
tentang RPJPD dan RPJMD

Pasal 331

(1) Bupati/wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di
Daerah melalui Sekretaris Daerah provinsi paling lambat
3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama
dengan DPRD.

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) hari
kepada kepala BAPPEDA provinsi untuk dievaluasi.

(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan surat pengantar dari bupati/

wali kota dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:



- 173 -

a. naskah persetujuan bersama antara bupati/wali kota
dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;

b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota;

c. laporan KLHS;

d. hasil review APIP;

e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan
RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota; dan

f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD
dan RPJMD kabupaten/kota.

Pasal 332

(1) Kepala BAPPEDA provinsi melakukan evaluasi terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
331 ayat (3), diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
331 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap, gubernur
mengembalikan rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD kepada Daerah pemrakarsa untuk
dilengkapi.

Pasal 333
Daerah yang telah melengkapi dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 332 ayat (2), menyampaikan surat
permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD kepada gubernur melalui Sekretaris

Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331.

Pasal 334
(1) Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi
rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
332 ayat (1).
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(2) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian
dengan RPJPN, RPJPD provinsi, dan RTRW
kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

(3) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian
dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi, RTRW
kabupaten/ kota, dan RPJMN, kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

Pasal 335

(1) Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD
dibentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD.

(2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
anggotanya terdiri atas BAPPEDA provinsi dan Perangkat
Daerah provinsi terkait sesuai dengan kebutuhan.

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 334 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam
berita acara.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sebagai bahan penyusunan Keputusan Gubernur tentang
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

(6) Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang
hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.
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Pasal 336

Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1),
kepala BAPPEDA provinsi mengundang pejabat
pemerintah Daerah provinsi, pemerintahan Daerah
kabupaten/kota pemrakarsa, dan pemerintah Daerah
kabupaten/kota lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pejabat pemerintahan Daerah kabupaten/kota
pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas Sekretaris Daerah, kepala BAPPEDA, pimpinan
DPRD, dan pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya

sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 337

Kepala BAPPEDA provinsi menyiapkan rancangan
Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335
ayat (5).

Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah
untuk diharmonisasikan dan dicetak pada kertas

bertanda khusus oleh biro hukum Setda provinsi.

Pasal 338

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 335 ayat (6), disampaikan kepada bupati/wali kota
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD diterima
secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332
ayat (1).

Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan

pemberian nomor registrasi.
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Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi
rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
kepentingan umum, bupati/wali kota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan
Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD atau RPJMD
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

Bupati/wali kota menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur
melalui kepala BAPPEDA provinsi.

Kepala BAPPEDA provinsi memeriksa kesesuaian
rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang RPJPD
dan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Gubernur

tentang Evaluasi.

Pasal 339

Bupati/wali kota mengajukan permohonan nomor
register rancangan Peraturan Daerah kepada gubenur
melalui biro hukum Setda provinsi bersamaan dengan
penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 348 ayat (4) kepada kepala
BAPPEDA provinsi.

Pengajuan permohonan nomor register dengan
melampirkan rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
327 ayat (2) dan ayat (4) dan Keputusan Gubernur
tentang evaluasi.

Gubernur melalui biro hukum sekda provinsi
menyampaikan kembali rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah
diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada bupati/wali kota.
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(4) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
bupati/wali kota dengan membubuhkan tanda tangan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan
Peraturan Daerah disetujui bersama antara DPRD dan
bupati/wali kota.

(5) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Kepala
Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan
RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (3).

Pasal 340

(1) Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan
RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam (5) ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari
disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur
melalui kepala BAPPPEDA provinsi.

(2) Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan
elektronik.

(3) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Peraturan
Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD dan RPJMD
yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 341
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/wali kota dan DPRD, tetapi bupati/wali kota tetap
menetapkan rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD
provinsi menjadi Perda, Mahkamah Agung membatalkan
Perda dimaksud atas rekomendasi gubernur melalui

Menteri.
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BAB VII
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 342

(1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah
yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
Peraturan Menteri ini; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak
dapat dilakukan apabila:

a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun;
dan

b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau
perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra

Perangkat Daerah.
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Pasal 343

(1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila  berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan.

(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA
dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu
disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan
ketua DPRD.

(3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi,
keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah
RKPD ditetapkan.

(4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam
hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

(5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi perubahan:

a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b. target sasaran pembangunan Daerah;

c. prioritas pembangunan Daerah;

d. penambahan dan/atau pengurangan program dan
kegiatan perangkat Daerah; dan

e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
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(7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam
RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan
RPJMD.

(8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang
tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan
perubahan.

(9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti
dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan
dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 344
Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku
mutatis mutandis terhadap tahapan  penyusunan

perubahan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 345
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343
disusun dengan tahapan:
a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan

C. penetapan.

Bagian Kedua

Tatacara Penyusunan Perubahan RKPD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 346
(1) BAPPEDA menyusun rancangan perubahan RKPD.
(2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal

bulan Juni.
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Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun berpedoman pada:

a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan

Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 347

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 346 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan

Penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 348
Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 347 huruf a, mencakup:
a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
b. evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan
Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah
dan kebijakan keuangan Daerah; dan
e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu
indikatif.
Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD
memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran
kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/
penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan
perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok
sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran
program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD.
Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara
tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan

Kepala Daerah.
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Pasal 349

Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 348, disajikan dengan sistematika sebagai
berikut:
a. pendahuluan;

evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun

berkenaan;
c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. penutup
Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program,
kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi
kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik
yang mengalami perubahan dan tidak mengalami

perubahan.

Pasal 350

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 348, diselesaikan paling lambat

bulan Juni.

(1)

(2)

Pasal 351

Bappeda menyampaikan rancangan perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh
persetujuan.

Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah
memperoleh persetujuan Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan

Renja Perangkat Daerah.
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Pasal 352
Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 351 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat
Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan
perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman
pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang
telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala
BAPPEDA untuk diverifikasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran
program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif,
lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam
setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah
telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan
Perubahan RKPD.
Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA
menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan
rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada
Perangkat Daerah.
Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan
perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran
dan rekomendasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).
Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disampaikan kembali kepada BAPPEDA paling lambat 5

(lima) hari sejak verifikasi dilakukan.
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Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 353

Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 352 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD
disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan
RKPD.

Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1).

Pasal 354
Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 353 ayat (2) dijadikan sebagai
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang perubahan RKPD.
Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan
rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA
untuk difasilitasi.
Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai
pembentukan produk hukum Daerah.
Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada gubernur dalam bentuk surat
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah.
Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada bupati/wali kota dalam bentuk
surat gubenur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
Gubernur dan bupati/wali kota menyempurnakan
rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai
dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (4)

dan ayat (5).
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Paragraf 3
Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 355

Rancangan Perkada sesuai dengan Pasal 354 ayat (6)
tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh
persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala
Daerah tentang Perubahan RKPD.

Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 356
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2)
dijadikan:
a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
dan
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara.
Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah
Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan

penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 357
Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 356 ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
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(2) Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD.

Pasal 358
(1) Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/Wali
Kota tentang Perubahan RKPD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) kepada
gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi.
(2) Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra

Perangkat Daerah

Pasal 359
Tahapan  penyusunan  Renstra  perangkat  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan
Pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan

penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keenam

Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja

Perangkat Daerah

Pasal 360
(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan

Renja Perangkat Daerah.
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Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima
surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2).
Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada:
a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan

Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 361

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3),

terdiri atas:

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah; dan

b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun
berkenaan; dan

c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan

sistematika sebagai berikut:

a. pendahuluan;

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun
berkenaan;

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
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d. penutup.

Pasal 362

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3)
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA
untuk diverifikasi.

Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala
Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja

Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja

Perangkat Daerah

Pasal 363

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun
menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan RKPD.

Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan
sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361
ayat (3).

Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua)
minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang

Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 364
Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3)

disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala

BAPPEDA untuk diverifikasi.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

- 189 -

Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah

tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 365
BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan
akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 364 ayat (1).
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk memastikan rancangan  akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan
saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan
rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
kepada Perangkat Daerah.
Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah
menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah.
Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah
disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah
kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 366

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 paling lambat 3

(tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang

Perubahan RKPD ditetapkan.
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Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 367

(1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah
diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan
Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala

Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 368
Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 367 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat
Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat

Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 369

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan  perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah provinsi.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah lingkup provinsi dan Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota.



- 191 -

Pasal 370

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 369, meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara
berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan
kebutuhan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup evaluasi terhadap rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 371
Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah
disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai
tersusunnya rencana pembangunan Daerah sesuai dengan

Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Program Kerja DPRD

Pasal 372
(1) DPRD provinsi dan kabupaten/kota menyusun program
kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

alat kelengkapan DPRD.
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(2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada
Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.

(3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator
serta target capaian kinerja.

(4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta
target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan
penganggaran.

(5) Sekretaris DPRD  melakukan  harmonisasi dan
konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator
serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah
dan penganggaran Daerah.

(6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program
kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas
dalam rapat paripurna.

(7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat
kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan
konsolidasi selesai.

(8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam
mendukung kegiatan DPRD.

(9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan
Renstra Sekretariat DPRD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 373
Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak boleh berlaku

surut.
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Pasal 374

Ketentuan mengenai:

a. Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan
pembangunan Daerah;

b. Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan
Daerah dan dokumen rencana Perangkat Daerah beserta
perubahannya;

c. Tata cara penyajian dokumen rencana pembangunan
Daerah dan dokumen rencana Perangkat Daerah;

d. Tata cara pelaksanaan forum Perangkat Daerah/forum
lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang;

e. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah;

f. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan

g. Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 375
Ketentuan mengenai pemberian nomor register dan
pembatalan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan

Menteri tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pasal 376
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini dan wajib menyesuaikan
pengaturannya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan.
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Pasal 377

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 378
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2017
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA
CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH

A. TATA CARA PENGOLAHAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH.

Pengolahan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis data SIPD

mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan

keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja kunci
penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Jenis informasi gambaran umum kondisi daerah berikut sumbernya dapat

diperoleh melalui:

1) Data primer yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan
evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik
oleh Perangkat Daerah.

2) Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat
maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi oleh

lembaga yang kompeten dibidangnya.

Analisis Kondisi Umum Daerah.

Analisis kondisi umum daerah bertujuan untuk menghasilkan dan
memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk
menunjang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam analisis kondisi umum daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan daerah periode

sebelumnya yaitu:
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a. hasil evaluasi kinerja RPJPD periode sebelumnya untuk menyusun
RPJPD periode berikutnya;

b. hasil evaluasi kinerja RPJMD periode sebelumnya untuk menyusun
RPJMD periode berikutnya; dan

c. hasil evaluasi kinerja RKPD periode sebelumnya untuk menyusun RKPD
periode berikutnya.

2. Memiliki hubungan/keterkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan
daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta
memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

3. Memprediksi kondisi dan perkembangan pembangunan daerah terhadap
aspek yang dianalisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

a. menggunakan formula/rumus penghitungan baku terhadap obyek
tertentu;

b. melihat trend (kecenderungan);

c. menggunakan metode regresi linier atau metode lainnya; dan/atau

d. menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek tertentu.

4. Menyatakan fakta dan permasalahan dari aspek yang dianalisis dapat

dilakukan dengan cara:

a. perbandingan antar waktu;

b. perbandingan dengan standar yang berlaku (nasional/internasional);
dan/atau

c. perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya.

Informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan
permasalahan, dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, dan lain-

lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

A.1Informasi Kondisi Umum Daerah.

Informasi kondisi umum daerah sekurang-kurangnya mencakup:

A.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah,
mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan
wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi
pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
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1) luas dan batas wilayah administrasi;
2) letak dan kondisi geografis; antara lain terdiri dari:
a) posisi astronomis;
b) posisi geostrategis; dan
c) kondisi/kawasan; antara lain meliputi:
(1) pedalaman;
(2) terpencil;
(3) pesisir;
(4) pegunungan; dan
(5) kepulauan.
3) topografi; antara lain terdiri dari:
a) kemiringan lahan; dan
b) ketinggian lahan.
4) geologi; antara lain terdiri dari:
a) struktur dan karakteristik; dan
b) potensi kandungan.
5) hidrologi; antara lain terdiri dari:
a) daerah aliran sungai;
b) sungai, danau dan rawa; dan
c) debit.
6) klimatologi; antara lain terdiri dari:
a) tipe;
b) curah hujan;
¢) suhu; dan
d) kelembaban.
7) penggunaan lahan; antara lain terdiri dari:
a) kawasan budidaya; dan
b) kawasan lindung.
b. Wilayah rawan bencana
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah
yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi,

longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

A.1.2. Demografi
Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta
bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran,

kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk
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masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan

kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

A.1.3. Potensi Sumber Daya

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti
perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan

berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

A.1.4. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut
bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam
Tabel Lampiran Ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah
Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk
mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya
pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap
kecamatan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau
menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam

menyusun perencanaan pembangunan daerah.
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Tabel T-A.1

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan
Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

NO

BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

RUMUS

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PDRB;1) — PDRBy

x 100%
PDRBy,

1. | Pertumbuhan PDRB Dimana:

t+1 = tahun pengamatan PDRB

t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

[{(1 + AInf,)(1 + Alnf, )(1 + Alnf)}/*] — 1

Dimana :

Alnf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya

t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.

Laju inflasi

Sedangkan Alnf dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Inf(n+ 1)~ lnf(n)

Alnf = x100%

Infyy
Dimana :
Inf, = nilai inflasi pada tahun n
Infinyq) = nilai pada 1 tahun berikutnya

n = tahun ...

PDRB per kapita

PDRB
Penduduk Pertengahan tahun

Indeks Gini

k
GZI_ZR(Q, +Q,'_1)

1

dimana:
Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i

Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran

sampai kelas ke-i
Nilai gini ratio berkisar antara O dan 1, jika:
G<0,3
0,3<G=0,5 = ketimpangan sedang
G>0,5

ketimpangan rendah

ketimpangan tinggi

Pemerataan
pendapatan
Bank Dunia

versi

40 —P,

YDy =Qimi—p—5 :
1 1—

X q;

Dimana:
YD4 = Persentase pendapatan yang
diterima oleh 40 % penduduk

lapisan bawah

Qi -1 = Persentase kumulatif pendapatan
ke i-1

Pi = Persentase kumulatif penduduk
ke i

qi = Persentase pendapatan ke
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BIDANG
N RUM
© URUSAN/INDIKATOR UMUS
_ \/ (Yl - Y)Zfi In
W= —
Dimana:
Untuk kabupaten/kota:
Yi = PDRB perkapita di kecamatan I
In'de.ks ketimpangan | y - ppRB perkapita rata-rata kab/kota
0. W111'1amson (Indeks Fi = jumlah penduduk di kecamatan i
Ketimpangan ] ]
. n = jumlah penduduk di kab/kota
Regional)
Untuk provinsi
Yi = PDRB perkapita di kab/kota i
Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi
fi = jumlah penduduk di kab/kota i
n = jumlah penduduk di provinsi
Persentase penduduk
7. | diatas garis | (100 — angka kemiskinan)
kemiskinan
g _ o
. {z’ }’;J
M7 Z
dimana:
) ) Po Rasio kesenjangan kemiskinan
3. Rasio kesenjangan | 0 (proverty gap)
kemiskinan . L
Z = garis kemiskinan
= jumlah penduduk miskin
vi pendapatan individu penduduk
miskin
n = jumlah penduduk
Proporsi penduduk
dengan pendapatan Jumlah pddk miskin dengan pendptn
9. | kurang dari USD 1,00 di bawah $ 1 PPP

(PPP) per kapita per
hari

Po (dolar PPP) = Jumlah penduduk

x100%
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BIDANG
N RUM
© URUSAN/INDIKATOR UMUS
IPM =1/3[Xq) + X + X3)]
Dimana:
X :Indeks harapan hidup
X9 : Indeks pendidikan = 2/3(indeks melek huruf) + 1/3(indeks rata-
rata lama sekolah)
X@ : Indeks standar hidup layak
Indeks Xg= X - Xgmin / [X(i)maks - X(ijmin]
Dimana:
X : Indikator ke-i (i =1, 2, 3)
X : Nilai maksimum sekolah X
X@) : Nilai minimum sekolah X
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM
10 Indeks Pembangunan
" | Manusia (IPM) Indikator Komponen Nilai Nilai Catatan
IPM (=X(I)) maksimum | Minimum
Angka Harapan 85 25 Sesuai standar
Hidup global (UNDP)
Sesuai standar
Angka Melek Huruf 100 0
nigka Melek Huru global (UNDP)
Rata-rata lama 15 o Sesuai standar
sekolah global (UNDP)
UNDP
Konsumsi per kapita 300.000 menggunakan
yang disesuaikan | 732.720 @ b ' PDB per kapita
1996 riil yang
disesuaikan
Lt
LITS, = —2+ x 100
Py
Dimana:
¢ .
11. | Angka melek huruf LIT/s, angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahunkeatas)
pada tahun t
LYs, = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa
menulis pada tahun t
Pl = Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.
Angka rata-rata lama Kombinasi“ antgra partisipasi S('ekolah,. jenjang pend.id.ikan yang
12. sedang dijalani, kelas yang diduduki dan  pendidikan yang
sekolah .
ditamatkan.
13 Angka wusia harapan | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi
" | hidup tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
14 Persentase balita gizi Jumlah balita gizi buruk 100%
" | buruk Jumlah balita
15 Prevalensi balita gizi Banyaknya balita gizi kurang 100%
" | kurang Jumlah balita x °
i Jumlah desa siaga aktif
16. Ca@pan Desa Siaga u ; g : <100%
Aktif Jumlah desa siaga yang dibentuk
Angkatan kerja 15 tahun ke at
17, Angka partisipasi ngkatan kerja ahun ke atas <100%

angkatan kerja

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
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BIDANG
NO RUMUS
URUSAN/INDIKATOR
18 Tingkat partisipasi Jumlah penduduk Angkatan Kerja 100%
" | angkatan kerja Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun) x ?
Tingkat pengangguran Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja
19. - x100%
terbuka Jumlah penduduk angkatan kerja
0. Rasm. penduduk yang Rasio penduduk yang bekerja= Penduduk yang bt?kerjaxl 00%
bekerJ a Angkatan kerja
1. Laju pertumbuljlan Produk Domestik Br.uto <100%
PDB per tenaga kerja Jumlah tenaga kerja
Rasio kesempatan
kerj h Kesempatan kerja
g0, | KEHA terhadap parah xet) x100%
penduduk wusia 15 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
tahun ke atas
Proporsi tenaga kerja
yang berusaha sendiri Tenaga kerja yang berusaha sendiri
23. | dan pekerja bebas dan pekerja bebas keluarga <100%
keluarga terhadap Total kesempatan kerja ?
total kesempatan kerja
Keluarga Pra Sejahtera Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I
24. | dan Keluarga - x100%
. jumlah keluarga
Sejahtera I
‘ Ky = __Total dari Nilai Persepsi Per Unsur Nilai
Total unsur yang terisi penimbang
Dimana:
Bobot nilai rata-rata  __Jumlahbobot _ 1 __ _ .
tertimbang Jumlah Unsur 14 ’
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu
antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan
Indeks Kepuasan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:
25. Masyarakat IKM Unit Pelayanan x 25
NILAI
NILAI KINERJA
pERSEPsI | INTERVAL | odiirsi | PELAYANAN UNIT
IKM IKM PELAYANAN
1 1,00 —-1,75 25—43,75 D Tidak baik
2 1,76 — 2,50 | 43,76 — 62,50 C Kurang baik
3 251-3,25 | 62,51 -81,25 B Baik
4 3,26 — 4,00 | 81,26 — 100,00 A Sangat baik
PAD
2. Persentase PAD <100%
terhadap pendapatan Jumlah pendapatan daerah
27. | Opini BPK Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan
keuangan daerah
08 Pencapaian skor Pola | PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing
" | Pangan Harapan (PPH) | kelompok pangan
Penguatan cadangan Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota
29, | 18 8 il e paten/kota ., 60%

pangan

100 ton
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BIDANG
NO RUMUS
URUSAN/INDIKATOR
Menjumlahkan 3 indikator:
1. Pertanian:ketersediaan pangan
= ketersediaan : kebutuhan beras
2. Kesehatan:preferensi energi
30. Penanganan daerah _ - (n gizif -2 SD) <100%
rawan pangan (n balita yang dikumpulkan PSG)
3. Sosial Budaya:kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera
o Keluarga pra-sejahtera (PS): jika tidak memenuhi salah satu
syarat sebagai keluarga sejahtera.
e Keluarga sejahtera-satu (KS1) jika dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya secara minimal.
K i i k
ontrll?u31 sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan
31. | pertanian/perkebunan Jumlah PDRB x100%
terhadap PDRB umia
32 KOI’itI‘l].DUSI lsek't.or Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) 100%
' f:r;ZELZHPDR(ga awija) Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan x ?
P ksi k
33. rodu ,Sl sektor Jumlah produksi komoditas pertanian/ton
pertanian
34 Korll{trLbum ¢ sektor Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) 100%
' iza:) ::;iz d;;r;]i:)rrl;%n Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan x °
Produksi kt
35. rocuist SEXtOT | Jumlah produksi komoditas perkebunan/ton
perkebunan
Kontribusi  Produksi Jumlah Prgduk51 padi/ bahap pangan utama lokal
. hasil kelompok petani (ton) Tahun n
36. | kelompok petani - - x100%
hadap PDRB Jumlah produksi padi/bahan pangan utama
terhadap di daerah (ton)Tahun n
Kontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kehutanan
37. | kehutanan terhadap Tumlah PDRB x100%
PDRB uma
K i i k
ontribusi sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan
38. | pertambangan Jumlah PDRB x100%
terhadap PDRB umia
KOl’?tI‘.lbUSI sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata
39. | pariwisata terhadap Samiah PDRB x100%
PDRB uma
Kontribusi sector
kelautan dan | Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kalutan dan perikanan
40. . - x100%
perikanan terhadap jumlah PDRB
PDRB
Kontribusi kt
ontrbust sextor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan
41. | Perdagangan terhadap Jumlah PDRB x100%
PDRB umia
K i i k
ontrlbgm sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri
42. | Industri terhadap x100%

PDRB

Jumlah PDRB
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BIDANG
NO RUMUS
URUSAN/INDIKATOR
Kontribusi industri
43 rumah tangga Jumlah Kontribusi PDRB jasa industri rumah tangga 100%
" | terhadap PDRB sektor Jumlah PDRB sektor Industri x °
Industri
. Jumlah Industri Tahun n- Jumlah Industri Tahun (n-1)*¥)
44. | Pertumbuhan Industri - x100%
Jumlah Industri s/d Tahun n
K - -
ontr1b'u . . Jumlah Kontribusi PDRB dari transmigrasi
45. | transmigrasi terhadap Sumlah PDRB x100%
PDRB unia
ASPEK DAYA SAING DAERAH
P 1 k i
chgeruaran Konsumst Total Pengeluaran RT
1. | rumah tangga per
: Jumlah RT
kapita
L . Indeks yang diterima petani (It)
2. | Nilai tukar petani - - x 100
Indeks yang dibayar petani (lb)
Persentase . Total Pengeluaran RT Non Pangan
3. | pengeluaran konsumsi x 100%
. Total Pengeluaran
non pangan perkapita
4 Produktivitas total Nilai Tambah Sektor ke-i
" | daerah Jumlah Angkatan Kerja
Persentase desa
5. | berstatus swasembada Jumlah desa atau kelurahan berswasembada 10.000
terhadap total desa Jumlah desa atau kelurahan o
Rasio Ekspor + Impor
6 terhadap PDB Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa
" | (indikator keterbukaan PDB
ekonomi)
Rasio pinjaman
terhadap Jumlah pinjaman di bank umum
7. . . - - ;
simpanan di bank Dana pihak ketiga di bank umum
umum
3 Fa:Od . plnjama; Jumlah pinjaman di BPR
’ criacap simpanan Dana pihak ketiga di BPR
BPR
9 Angka kriminalitas Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun 10.000
" | yang tertangani Jumlah penduduk L
. Penduduk usia<15 th+usia>64
10. | Rasio ketergantungan x100

Penduduk usia 15-64
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Tabel T-A.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat

Outcome Pemerintah Daerah

NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

RUMUS

ASPEK PELAYANAN UMUM

Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Pendidikan
11 Pendidikan Anak Usia Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 100%
- Dini (PAUD) Jumlah anak usia 4 — 6 Tahun x °
Et
APK} = —2x 100
P
h,a
Dimana,
h = jenjang pendidikan
a = kelompok usia
1.2. Angka partisipasi kasar t = tahun
Ef = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia
sedang sekolah pada jenjang pendidikan h
Pi, = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada
kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikan h
(P
APTy = ptX 100
Anek didik Dimana:
ngka pendidikan yang i -
13, ditamatkan h jenjang pendidikan
t = tahun
P! = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan h pada
tahun t
P' = total jumlah penduduk pada tahun t
Et
APM = 2% 100
h,a
dimana:
h = jenjang pendidikan
1.4. Angka Partisipasi Murni |a = kelompok usia
t = tahun
Ej,, = jumlah siswa/penduduk kelompok usia a yang bersekolah di
tingkat pendidikan h pada tahun t
Pi. = jumlah penduduk kelompok usia a
Aneka Partisi i M . Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang
ngka Partisipasi Murni
1.4-1. | (APM) SD/MI/Paket A SD/MI/Paket A _ %100%
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun
L4 Angka Partisipasi Murni | Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B <100%
7| (APM) SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun °
Angka Partisipasi Murni | jymiah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C
1.4.3. | (APM) x10

SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun
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BIDANG

NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Et
APS}, = —%2x 1.000
h,a
dimana:
h o ik
15 Angka partisipasi _ Jlfrijang iend?dl an
9. sekolah a = kelompok usia
t = tahun
Ej, = jumlah siswa kelompok usia a yang bersekolah di tingkat
pendidikan h pada tahun t
Pi. = jumlah penduduk kelompok usia a
15.1 An}égklah partis(ii);;)i APS Jumlah murid usia 7-12 thn 1.000
O. 1. SeKola 7-12= - X1.
SD/MI/Paket A 2" Jumlah penduduk usia 7-12 thn
59 Ankgklah par tls(;{’;;; APS Jumlah murid usia 13-15 thn L 000
0.2, sekola 7-12= - x1i.
SMP/MTs/Paket B Jumlah penduduk usia 13-15 thn
1.5.3 Ankgliah partis(f;;)i APS Jumlah murid usia 16-18 thn 1.000
.0.0. S€Kola 7-127= " X1.
SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah penduduk usia 16-18 thn
1.6. Angka Putus Sekolah:
Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI
Lot Angka Putus Sekolah se-Kabupaten dan Kota <100%
T (APS) SD/MI Jumlah Seluruh APS SD/MI °
se-Kabupaten dan Kota
Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs
1.6.2 Angka Putus = Sekolah se-Kabupaten dan Kota
e (APS) SMP/MTs x100%
Jumlah Seluruh APS SMP/MTs se-Kabupaten dan Kota
Jumlah Capaian Kinerja APS SMA/SMK/MA
L6 Angka Putus Sekolah se-Kabupaten dan Kota <100%
U (APS) SMA/SMK/MA Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA °
se-Kabupaten dan Kota
1.7. Angka Kelulusan:
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI
Angka Kelulusan (AL) - - — x100%
1.7.1. SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs
Angka Kelulusan (AL) - - — x100%
1.7.2. SMP/MTs Jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SMP/MTS pada tahun sebelumnya
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
Angka Kelulusan (AL) - - — x100%
1.7.3. SMA/SMK/MA Jumlah siswa tingkat tertinggi pada
jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya
1.8. Angka Melanjutkan (AM):
1.8.1 Angka Melanjutkan (AM) Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 100%
""" | dari SD/MI ke SMP/MTs | Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnyaX °
Angka Melanjutkan (AM) Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA
1.8.2. dari SMP/MTs ke Jomlah Tal da e SMP/MTs Tah - bel
SMA/SMK/MA umlah lulusan pada jenjang /MTs Tahun ajaran sebelumnya
1.9. Fasilitas Pendidikan:
Sekolah pendidikgq Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
1.9.1. SD/MI kondisi x100%

bangunan baik

Jumlah seluruh sekolah SD/MI
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BIDANG

NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Sekolah pendidikan Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan
192 SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 100%
e SMA/SMK/MA  kondisi Jumlah seluruh sekolah X °
bangunan baik SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs)
1.10. - - x10.000
sekolah pendidikan Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn
dasar
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap Jumlah sekolah (SMA/MA/ SMK)
1.11. . - x10.000
penduduk usia sekolah Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn
pendidikan menengah
10 RakSicl’ N 8ufuc/1 ,I(fil}ll{rid Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)
| daear pendcidian Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)
asar
13 RaSi% guru te;_fzf}ﬁap Jumlah Guru (SMA/MA/SMEK) =
hoe | mun pendidixan Jumlah Murid (SMA/MA/SMK) "
menengah
Rasio guru/murid  per Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas
1.14. kelas rata-rata sekolah - —: x1000
d Jumlah murid pendidikan dasar
asar
Rasio  guru  terhadap Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas
1.15. murid per kelas rata- - Py x10.000
rata Jumlah murid pendidikan menengah
Proporsi murid kelas 1
i Banyaknya lulusan SD
116. yang berhasil yakny : <100%
menamatkan sekolah Banyaknya penduduk usia 12 tahun
dasar
Angka melek huruf
117 penduduk usia 15-24 Banyaknya penduduk usia 15-24 th yang melek huruf 100%
B tahun, perempuan dan Banyaknya penduduk usia 15-24 x °
laki-laki
. Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun
Penduduk yang berusia melek huruf se-Kabupaten dan Kota
1.18. >15 Tahun melek huruf - x100%
(tidak buta aksara) Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun
Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota
Guru yang memenuhi Jumlah guru berijasah kualifikasi SI/D—IV
1.19. - . x100%
kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
2. Kesehatan
_ Do-_<1tn
) ) AKB = Y. Lahir Hidup - 1000
Angka Kematian Bayi Dimana:
2.1. (AKB) per 1000 kelahiran ’ . .
hidup Do_<ith  =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada
satu tahun tertentu.
> Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
_ Do_<1th
AKB = Y. Lahir Hidup x 1000
AKHB = (1 — AKB)
Anck kel Dimana:
2.2, hf:i%,l ;bayi clangsungan | = per 1000 kelahiran
AKB = Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR)
Do_<1tn  =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada

satu tahun tertentu.
> Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
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Do_<sth
AKB = o————————x 1000
Y. Lahir Hidup X
Angka Kematian Balita | Dimana:
2.3. . . . .
per 1000 kelahiran hidup | D,_.,;, =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada
satu tahun tertentu.
> Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
Do—<1bin
AKB = o—————F——x 1000
Y. Lahir Hidup X
04 Angka Kematian Neonatal Dimana: . .
A per 1000 kelahiran hidup Do_<ipin  =Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada
satu tahun tertentu.
> Lahir Hidup = Jumlah Kelahiran
Hidup pada satu tahun tertentu.
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin,
25 Angka Kematian Ibu per dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 tahun 100.000
o 100,000 kelahiran hidup Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada X ’
kurun waktu yang sama
Rasio posyandu per Jumlah posyandu
2.6. satuan balita Jumlah balita x1000
Ras.io. . puskesmas, Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu
2.7. poliklinik, pustu  per Jamlah Tuduk x1000
satuan penduduk umiah pendudu
0.8 Rasio Rumah Sakit per Jumlah rumah sakitxlooo
o satuan penduduk Jumlah penduduk
Rasio dokter per satuan Jumlah dokter
9. 1
29 penduduk Jumlah pendudukX 000
i i Jumlah tenaga medis
2.10. Rasio tenaga medis per g <1000
satuan penduduk Jumlah penduduk
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan
211 Cakupan komplikasi difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 100%
B kebidanan yang ditangani Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah X ?
kerja pada kurun waktu yang sama
Cakupan pertolongan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
9,12 persalinan oleh tenaga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 100%
B kesehatan yang memiliki Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah X °
kompetensi kebidanan kerja dalam kurun waktu yang sama
Cakupan
513 Desa/kelurahan Jumlah Desa / Kelurahan UCI 100%
T Universal Child Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan . ?
Immunization (UCI)
Jumlah balita gizi buruk mendapat
Cakupan Balita Gizi | perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja
2.14. Buruk mendapat pada kurun waktu tertentu 100%
perawatan Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu X °
wilayah kerja dalam waktu yang sama
Proporsi penduduk
dengan asupan kalori d% Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya
bawah tingkat konsumsi . . . .
2.15. . lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)
minimum (standar yang - x100%
digunakan Indonesia Jumlah balita
2.100 Kkal/kapita/hari)
i Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi
Persentase anak usia 1 campak disuatu wilayah selama 1 tahun
2.16. tahun yang diimunisasi x100%

campak

Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah
dan tahun yang sama
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517 Non Polio AFP rate per Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan <100%
R 100.000 penduduk jumlah penduduk < 15 tahun °
Jumlah penderita pnemonia balita
) yang ditangani di suatu wilayah kerja pada
018 Cakupan . balita kurun waktu satu tahun %100%
e g'rieumoma yang Jumlah perkiraan penderita pneumonia
rtangant balita di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu yang sama
Caku d Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan
axupan penemuan dan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun
2.19. penanganan penderita - - x100%
enyakit TBC BTA Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam
P Kurun wkt yang sama
Tingkat ~  prevalensi Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)
2.20. Tuberkulosis (per x100.000
100.000 penduduk) Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama
Tingkat kematian karena Jumlah Paisen TB yang meninggal
2.21. | Tuberkulosis (per x100.000
100.000 penduduk) Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama
Proporsi jumlah kasus Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat
9.99 Tuberkulosis yang pengobatan melalui DOTS <100%
e terdeteksi dalam program Jumlah pasien baru TB paru BTA °
DOTS yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut
Proporsi kasus Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh
203 Tuberkulosis yang diobati disuatu wilayah selama 1 tahun x100%
R dan sembuh dalam Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati °
program DOTS diwilayah dan pada kurun waktu yang sama
e d Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP
Cakupan penemuan an di satu wil. Kerja selama 1 Tahun
2.24. penanganan penderita - - - - x100%
enyakit DBD Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah
P dalam Kurun waktu yang sama
Jumlah penderita diare yang datang dan
dilayani disaran kesehatan dan kader
995 Penderita diare yang di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun <100%
e ditangani Jumlah perkiraan penderita diare pada satu 0
wilayah tertentu dalam waktu yang sama
(10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)

.96 Ancka keiadian Malari Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu 100.000
- ngka kejadian Malana Jumlah penduduk pada pertengahan tahun x '
597 Tingkat kematian akibat Jumlah kematian tersangka malaria <1000

" | malaria Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun
) . Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya
998 Egﬁorsé:;a;bagﬁaﬁg § survei tidur mengunakan kelambu yang sudah
o beri ne dipoteksi dengan insektisida
erinsektisida . x100%
Jumlah Balita
Proporsi anak  balita
5.99 dengan demam yang Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun <100%
7" | diobati dengan obat anti Jumlah penderita positif dalam 1 tahun °
malaria yang tepat
p lensi HIV/AIDS Jumlah pasien HIV dan AIDS
revalensi . . .
5.30. (persen) dari total di satu wilayah kerja padg kurul? waktu tt?rtentu <100%
populasi Jumlah penduduk disatu wiayah kerja

pada kurun waktu yang sama
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Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom
Peneeunaan kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap
88 selama 12 bulan terakhir
2.31. pada hubungan seks K duduk usi o Takuk
berisiko tinggi terakhir Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan
hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir
Proporsi _ Jjumlah Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai
penduduk usia 15-24 . .
tah Tiki pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit
2.32. ahun  yang . memtikl HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu
pengetahuan - - - x100%
komprehensif tentang Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah
HIV/AIDS pada waktu yang sama
1(2 akuhpa;n pelay arllan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana
2.33. ZZ?ena an masng;lakai Kesehatan Strata 1 %100%
Fniskin Y Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.
sesuai standar
2.34. Cakupan kunjungan bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu <100%
Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada °
kurun waktu yang sama
Jumlah ki
2.35. Cakupan puskesmas Urman puskesmas x100%
Jumlah seluruh kecamatan
Cakupan pembantu Jumlah pembantu puskesmas
2.36. 1000
puskesmas Jumlah seluruh desa x100%
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan
.37 Cakupan kunjungan Ibu antenatal K4 di satu wilayah kerja pada waktu tertentu 100%
B hamil K4 Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah X °
kerja dalam kurun waktu sama
Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali
pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah
2.38. | Cakupan pelayanan nifas kerja pada kurun waktu tertentu <100%
seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam ?
kurun waktu yang sama
239 ((j)akupank l.kne'onatus Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani L00%
R dietgiagr;ni omphkast yang Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada ™ ?
Jml anak balita yang memperoleh pelayanan
Caku 1 K pemantauan minimal 8 kali
2.40. b:li tapan pelayahan ana di satu wilayah kerja ada waktu tertentu 100%
Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah X ¢
kerja dalam waktu yang sama
Cakupan emberian Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga
p p g
041 makanan pendamping miskin yang mendapat MP-ASI 100%
"7 | ASI pada anak usia 6 - 24 Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan °
bulan keluarga miskin keluarga miskin
Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya
Cakupan penjaringan oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih disatu
2.42. kesehatan siswa SD dan wilayah kerja pada kurun waktu tertentu <100%
setingkat Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja ?
dalam kurun waktu yang sama
043 Eakl;lpil’l pelay ;nan Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 1009
T rrf:fy;*:ﬁlat miskin asat Jumlah seluruh masyarakat miskin x °
Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1 Pelayanan gawat darurat level 1
2.44. yang harus diberikan Jumlah RS x100%

sarana kesehatan (RS)
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Ealkuplin DTsa/' Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani
elurahan mengalami 4 dal iode tertent
2.45. KLB yang  dilakukan > 2 Jam' aam petioce terten™ ———x100%
A . . . Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi
penyelidikan epidemiologi q iod
< 24 jam pada periode yang sama
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.1. Pekerjaan Umum:
Proporsi panjang jaringan Panjang jalan kondisi baik
3.1.1 . PP - -
jalan dalam kondisi baik Panjang jalan seluruhnya
3.1.2 Rasio panjang  jalan Jumlah panjang jalan
T dengan jumlah penduduk Jumlah penduduk
PerseT;ase kawasan Jumlah kawasan pemukiman penduduk
pemukiman yang yang bel dilalui kend da 4
3.1.3 belum dapat dilalui yans beiin Shat xen are'tan oca x100%
Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk
kendaraan roda 4
Persentase jalan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
3.1.4 kabupaten dalam kondisi Pan Tarah alan kab ten did ht but x100%
baik ( > 40 KM/Jam) anjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebu
Persentase jalan yang
merplllkl trotoar  dan Panjang jalan yang memiliki trotoar dan dranesi (Km)
3.1.5 drainase/saluran - - x100%
. . Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)
pembuangan air (minimal
1,5 m)
Pelrsentase sencllpad;lg Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima
jalan yang ipakai h liar (K
3.1.6 pedagang kaki lima atau - atau ban.gunan rumah liar (Km) x100%
bangunan rumah liar Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (Km)
Persentase rumah tinggal Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi o
3.1.7 o - x100%
bersanitasi Jumlah rumah tinggal
Persentase sempadan | pynjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)
3.1.8 sungai yang  dipakai Pan Tarah q “kab K x100%
bangunan liar anjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)
Persentase drainase
dalam  kondisi  baik/ Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)
3.1.9 . . - - - x100%
pembuangan aliran air Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)
tidak tersumbat
Tidak terjadi genangan > Luasan daerah yang tergenang
3.1.10. : - x100%
2 kali setahun Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang
Persentase
pembangunan turap di Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah
3.1.11.| wilayah jalan jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
. - x100%
penghubung dan aliran Jumlah seluruh wilayah rawan longsor
sungai rawan longsor
Persentase iriga}s% Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik
3.1.12. | kabupaten dalam kondisi — x100%
. Luas irigasi kabupaten
baik
) . . . Panjang saluran irigasi
3.1.13. | Rasio Jaringan Irigasi . :
Luas lahan budidaya pertanian
Penduduk berakses air minum
31.14. Persentase penduduk udau u %100%

berakses air minum

Jumlah penduduk
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Proporsi rumah tangga
dengan akses Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air
3.1.15. | berkelanjutan  terhadap minum yang terlindungi dan berkelanjutan
. - x100%
air minum layak, Jumlah penduduk seluruhnya
perkotaan dan perdesaan
Persentase areal kawasan Luas Kawasan Kumuh
.1.16. 1009
3.1.16 kumuh Luas Wilayah x100%
. . Volume sampah di perkotaan yang mengalami
3.1.17. gz;ﬁrlzgg :n samf;:llilti‘lsi guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan
sampah sebelum masuk TPA
perkotaan x100%
Total volume sampah
Rasio tempat pemakaman Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum
3.1.18. | umum per satuan Jumlah Juduk x1000
penduduk umlah pendudu
Rasio tempat ibadah per Jumlah tempat ibadah
3.1.19. 1000
satuan penduduk Jumlah penduduk x
3.2. Penataan Ruang:
301 g"_"_SiO Ruaélgt Ter‘tiuka Luas ruang terbuka hijau
2.1, jjau per Satuan Luas -
Wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah ber HPL/HGB
Luasan RTH publik Luasan RTH publik yang tersedia
300 sebesar 20% dari luas di akhir tahun pencapaian SPM 100%
| wilayah kota/kawasan Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia X ?
perkotaan di wilayah kota/kawasan perkotaan
303 | Rasio bangunan ber- IMB Jumlah bangunan ber - IMB
7" | per satuan bangunan Jumlah bangunan
Ruang publik yang Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)
3.2.4. - - x100%
berubah peruntukannya Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)
Rasio luas kawasan
tertutup pepohonap Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan
berdasarkan hasil . . . .
3.2.5. . . berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara
pemotretan citra satelit
dan survei foto udara Luas daratan
terhadap luas daratan
Realisasi RTRW
3.2.6. | Ketaatan terhadap RTRW ca’isast x 100
Rencana Peruntukan
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
41 Rasi h lavak huni Jumlah rumah layak huni
1. asio rumah layak huni Jumlah penduduk
4.0 Rasio permukiman layak Luas pemukiman layak huni
- huni Luas wilayah permukiman
Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu
43 Cakupan ketersediaan wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 100%
- rumah layak huni Jumlah rumah di suatu wilayah kerja X 0
pada kurun waktu tertentu
Cakupan layanan rumah | Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni
4.4. layak huni yang dan terjangkau pada kurun waktu tertentu
. x100%
terjangkau Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu
Persentase pemukiman Luas area permukiman tertata
4.5. - x100
yang tertata Luas area permukiman keseluruhan
i Luas lingkungan permukiman kumuh
4.6. Persentase lingkungan g gan p <100%

pemukiman kumuh

Luas wilayah
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Persentase luasan Luasan pemukiman kumuh yang tertangani
4.7. permukiman kumuh di - x100%
kawasan perkotaan Luas pemukiman kumuh
4.8 Proporsi rumah tangga Jumlah rumah tangga kumuh perkotaanxlooo/
“ kumuh perkotaan Jumlah seluruh rumah °
;l‘akupz;nh Ic,lingkingan Jumlah lingkungan yang didukung PSU
4.9. :Eg df dl?lzun an def:g pada kurun waktu tertentu <100%
}IQSUg & & Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu °
S. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Cakupan petugas 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota
5.1. Perlindungan Masyarakat daerah pemekaran baru x100%
(Linmas) 1 Wilayah kerja kabupaten/kota
Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 yang terselesaikan
pelanggaran K3 - x100%
5.2. (ketertiban, ketentraman Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat
keindahan)’ ’ dan terindentifikasi oleh SATPOL PP
Cakupan pelayanan Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran
5.3. bencana kebakaran - x100%
kabupaten/kota Luas wilayah kabupaten/kota
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani
S5.4. daerah layanan Wilayah dalam waktu maksimal 15 menit <100%
Manajemen  Kebakaran Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK
(WMK)
s s Persentase Penegakan Jumlah penyelesaian penegakan PERDAXIOO%
e PERDA Jumlah pelanggaran PERDA
6. Sosial
Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang diberikan bantuan
6.1. memperoleh bantuan - x100%
sosial Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
6.2 Persentase PMKS yang Jumlah PMKS yang tertanganixlooo/
- tertangani Jumlah PMKS yang ada °
Persentase PMKS skala
yang memperoleh | Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun 100%
6.3. bantuan sosial untuk Jumlah PMKS dalam 1 tahun X ?
pemenuhan kebutuhan yang seharusnya memperolah bantuan sosial
dasar
Persentase .panti sosial Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi
yang menerima program peserta program pemberdayaan masyarakat
pembel.‘day aan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
6.4. melalui kelompok usaha x100%
bersama (KUBE) atau Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya
kelompok sosial ekonomi menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat
sejenis lainnya melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
Persentase panti sosial Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun
yang menyediakan yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos <100%
6.5. sarana prasarana Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun 0
pelayanan kesehatan yang seharusnya menyediakan sarana prasarana
sosial

pelayanan kesos




-215 -

BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Persentase wahana
kesejahteraan sosial Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang
berbasis masyarakat menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos 100%
0.6. (WKBSM) yang Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun X ?
menyediakan sarana yang seharusnya menyediakan sarana prasrana
prasarana pelayanan pelayanan kesos skala
kesejahteraan sosial
Jumlah korban bencana yang seharusnya
Persentase korban menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
bencana yang menerima dalam 1 (satu) tahun
6.7. > - x100%
bantuan sosial selama Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima
masa tanggap darurat bantuan sosial slama masa tanggap darurat
dalam 1 (satu) tahun
Persentase korban Jumlah korban bencana
bencana yang dievakuasi | dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan
6.8. dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun 100%
sarana prasarana Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi X °
tanggap darurat lengkap dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat skala
Persentase penyandang | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak
cacat fisik dan mental, | potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun 100%
6.9. serta lanjut wusia tidak Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia X 0
potensial yang  telah tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial
menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun
Layanan Urusan Wajib Non Dasar
1. Tenaga Kerja
Angka §engketa Jumlah sengketa pengusaha pekerja
1.1. pengusaha-pekerja  per Jamlah n x1000
tahun umlah perusahaan
B.esaran. kasus  yang Y kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)
1.2. diselesaikan dengan = ¥ = x100%
Perjanjian Bersama (PB) 2 kasus yang dicatatkan
Besaran pencari kerja Y. pencari kerja yang ditempatkan
1.3. yang terdaftar  yang - - x100%
ditempatkan Y. pencari kerja yang terdaftar
Jumlah perusahaan yang
Keselamatan dan menerapkan K3 pada Tahun n
1.4. . x100%
perlindungan Jumlah perusahaan
di wilayah kabupaten pada Tahun n
Besaran  pekerja/buruh 3 pekerja/buruh JAMSOSTEK
1.5. yang menjadi peserta keria/b o x100%
program Jamsostek X pekerja/buru
Perselisihan buruh dan Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan
16 pengusaha terhadap pengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n 100%
e kebijakan pemerintah Jumlah kejadian perselisihan buruh dan X °
daerah pengusaha dengan kebijakan pemda
Besaran Pemeriksaan Y. perusahaan yang telah diperiksa
1.7. x100%
Perusahaan Y. perusahaan yang terdaftar
Besaran Pengujian Y. peralatan yang telah diuji
1.8. . x100%
Peralatan di Perusahaan Y. peralatan yang telah terdaftar
Besaran tenaga kerja _ o
1.9 yang mendapatkan Y. tenaga kerja yang dilatih <100%
e pelatihan berbasis Y Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi °

kompetensi
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Besaran tenaga kerja _ o
yang mendapatkan Y. tenaga kerja yang dilatih
1.10. . : - - x100%
pelatihan berbasis Y. pendaftar pelatihan berbasis masyarakat
masyarakat
Besaran tenaga kerja ). tenaga kerja yang dilatih
1.11. yang mendapatkan - - x100%
pelatihan kewirausahaan Y. pendaftar pelatihan kewirausahaan
112 Rasio Il S1/52/S3 Jumlah lulusan S1/S2/S3 10.000
120 asio lulusan S1/S2/ Jumlah penduduk x10.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase  partisipasi Pekerja perempuan di lembaga pemerintah
2.1. perempuan di lembaga Jumlah peker x100
pemerintah umlah pekerja perempuan
5.9 g.rgpgrsli{_ kursi 'y ar:ig, Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan 100%
- DlPIIQl Ukl peremptan @ Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD x °
23 Partisipasi perempuan di Pekerja perempuan di lembaga swasta 100
" lembaga swasta Jumlah pekerja perempuan x
. Jumlah KDRT
2.4. Rasio KDRT x100
Jumlah rumah tangga
05 Persentase Jumlah tenaga Pekerja anak usia 5-14 tahun <100
T kerja dibawah umur Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas
56 Partisipasi angkatan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 100%
o kerja perempuan Jumlah angkatan kerja perempuan x °
Cakupan perempuan dan
anak korban kgkera}ian Jumlah pengaduan/laporan yang
yang mendapatkan ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu
2.7. penanganan pengaduan x100%
. . Jumlah laporan/pengaduan yang
oleh petugas terlatih di .
. masuk ke unit pelayanan terpadu
dalam wunit pelayanan
terpadu
Cakupan perempuan dan | Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan
anak korban kekerasan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mampu
yang mendapatkan tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah
0.8 layanan kesehatan oleh kerja tertentu pada kurun waktu tertentu 100%
e tenaga kesehatan terlatih Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang X °
di Puskesmas mampu ke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/A
tatalaksana KtP/A dan dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu
PPT/PKT di Rumah Sakit dalam kurun waktu tertentu
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih | Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos
2.9. . x100
bagi perempuan dan Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos
anak korban kekerasan
di dalam unit pelayanan
terpadu.
Cakupan penegakan
hukum  dari  tingkat Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan
geny idikan sa;mpal dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan
engan putusan
2.10. pengadilan atas kasus- dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak <100%
Jumlah perkara kekerasan terhadap
kasus kekerasan

terhadap perempuan dan
anak

perempuan dan anak yang disidangkan
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Cakupan perempuan dan
511 anak korban kekerasan Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum 100%
U yang mendapatkan Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukumX °
layanan bantuan hukum
Cakupan layanan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
pemulangan bagi yang mendapatkan pelayanan pemulungan
2.12. x100%
perempuan dan anak Jumlah perempuan dan anak korban
korban kekerasan kekerasan yang tercatat di UPT
Cakupan layanan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan
213 reintegrasi sosial bagi yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti
T perempuan dan anak dan masyarakat lainnya <100%
korban kekerasan Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial °
Rasio APM
APM-SD
2.14. perempuan/laki-laki  di peren.'lpua%n
SD APM-SD laki-laki
Rasio APM
APM-SMP
2.15. | perempuan/laki-laki  di SMP perempuan
SMP APM-SMP laki-laki
516 Rasio laki-lali APg/I. Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun
o gi/ll‘zmpuan/ axrlaxt ! Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun
517 Rasio ki daki APg/I. Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggiusia 19-24 tahun
17. | perempuan/ Jarakd ' | “Jumlah anak laki-laki di tingkkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun
Perguruan Tinggi
Rasio melek huruf
518 perempuan terhadap AMH 5.24 perempuan
e laki-laki pada kelompok AMH 5.04 laki-laki
usia 15-24 tahun
Kontribusi ~ perempuan | papvaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian
2.19. dalam pekerjaan upahan R = = han di sekt i x100%
di sector nonpertanian anyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian
3. Pangan
K di Rata2 jumlah ketersediaan pangan
3.1. etersediaan pangan utama per Tahun (kg)
utama x100%
Jumlah penduduk
Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):
Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD
30 Ketersediaan energi dan 100
2. tei Kanit
protein perkapia Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):
Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD
100
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumi
di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar
Penggwasan dan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu
3.3. pembinaan keamanan - x100%
anoan Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan
pang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran
yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu
4. Pertanahan
Persentase luas lahan Jumlah Luas Lahan bersertifikat
4.1. o - x100%
bersertifikat Jumlah luas wilayah




-218 -

BIDANG

NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
i Jumlah ka ang diselesaikan
4.0. Penyelesaian kasus u Sus yang disele <100%
tanah Negara Jumlah kasus yang terdaftar
. P lesaian izin lokasi Jumlah [jin Lokasi 100%
.3. enyelesaian izin lokasi Permohonan Jjin Lokasi X )
5. Lingkungan Hidup
Provinsi
Tersedianya dokumen .
S.1. RPPLH Provinsi Ada/ tidak ada
5. | lersusunnya  RPPLH Ada/ tidak ada
Provinsi
Terintegrasinya ~ RPPLH
5.3. dalam rencana Ada/ tidak ada
pembangunan provinsi
Tersedianya dokumen .
5.4. KLHS Provinsi Ada/ tidak ada
Terselenggaranya KLHS
5.5. untuk K/R/P tingkat Ada/ tidak ada
daerah provinsi
ip . i
Nilai relatif = —
Rumus metode IP:
(/L) HeyLy)
JP = \ i Y Rata—rota \ i/ ¥ Maksimum
2
Peningkatan Indeks
5.6. . .
Kualitas Air _ _
0 <Pl <1,0 -3 bak (memenuhi baku mutu)
1,0 < PI; £ 5,0 -3 cemar ringan
5.0 < PI; < 10,0 = cemar sedang
PI; = 10,0 — cemar berat
Peningkatan Indeks _
57. | poangeatan IKU = 100 - [50/0.9 x (leu - 0.1)]
IKTL = 100 — ((84,3 — (TH x 100)) x
. 54,3
58 Peningkatan Indeks dimana:
o Kualitas Tutupan Lahan : .
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
TH = Tutupan Hutan
Laporan Inventarisasi .
5.9. GRK Ada/ tidak ada
Laporan Pelaksanaan
Aksi Mitigasi dan .
5.10. Adaptasi Perubahan Ada/ tidak ada
Iklim Provinsi
5.11. |Jumlah limbah B3 yang Jumlah limbah B3 yang dikelola

dikelola
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5.12.

Dokumen Izin
Pengumpulan Limbah B3
Skala provinsi yang
ditandatangani Gubernur

Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang
ditandatangani Gubernur

5.13.

Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi
ketaatannya terhadap
izin  lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Provinsi

Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan
PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi yang ditangani
Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina
dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

X 100 %

5.14.

Peningkatan kapasitas
dan Sarana Prasarana
Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup di
Daerah (PPLHD) di
Provinsi

1. Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;

2. Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi
minimum

standar

5.15.

Terfasilitasi
Pendampingan
Pengakuan MHA

Jumlah MHA yang diakui

5.16.

Terverifikasinya MHA dan
Kearifan Lokal atau
Pengetahuan Tradisional

Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang
di verifikasi

5.17.

Terverifikasi hak kearifan
lokal atau hak
pengetahuan tradisional

Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang
terverifikasi

5.18.

Penetapan hak MHA

Jumlah penetapan hak MHA

5.19.

Terfasilitasi
peningkatan
pengetahuan
keterampilan

kegiatan

dan

jumlah MHA yang dif asilitasi

1 0,
Jumlah Total MHA * 100%

5.20.

Terfasilitasi  penyediaan
sarana/prasarana

jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana
Jumlah Total MHA

X 100%

5.21.

Terlaksananya
pendidikan dan pelatihan
masyarakat

Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan
yang ada di satu provinsi

5.22.

Terlaksananya pemberian
penghargaan lingkungan
hidup

Ada/ tidak ada

5.23.

Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH
yang di terbitkan oleh
Pemerintah daerah
provinsi, lokasi usaha
dan dampak lintas
kabupaten/kota yang
ditangani

( Pengaduan Masyarakat yang ditangani ) 100%
X
total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi °

5.24.

Tersedianya data dan
informasi penanganan
sampah di wilayah
provinsi

Ada/tidak ada
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Persentase jumlah
505 sampah yang tertangani Jumlah sampah yang tertangani (ton) x 100%
o pada kondisi khusus di total jumlah sampah yang timbul saat kondisi khusus (ton) °
Provinsi
Kabupaten/Kota
Tersusunnya RPPLH .
5.26. Kabupaten/Kota Ada/ tidak ada
Terintegrasinya RPPLH
5.07. | dalam rencana Ada/ tidak ada
pembangunan
kabupaten/kota
Terselenggaranya KLHS
5.28. untuk K/R/P tingkat Ada/ tidak ada
daerah provinsi
iy . . i
Nilai relatif = —
Li'_;'
Rumus metode IP:
(c./Ly) HeyLy)
Jp = \ i Y Rata—rata \ i/ Y/ Maksimum
2
5.99 Hasil Pengukuruan
7" | Indeks kualitas Air 0 <Pl £1,0 -3 bak (memenuhi baku mutu)
1,0 < PI; £ 5,0 = cemar ringan
5,0 < PI; < 10,0 = cemar sedang
PI; = 10,0 = cemar berat
Hasil Pengukuruan _
5.30. | Lotk kualitns Daear IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)]
IKTL =100 — ((84,3 — (TH x 100)) x
Hasil Pengukuruan (( ( )) 54,3
5.31. Indeks kualitas Tutupan | dimana:
Lahan IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
TH = Tutupan Hutan
Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan penanggung Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan
Jln{aW.a]?[ usaha dacrll./ atag PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh
egiatan yang iawasi . . .
530 ketaatannya terhadap Pemerintah paerah kabupaten /kota ya.ng dltanganl. %100 %
. . - Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina
izin  lingkungan, izin ) ; o .
PPLH dan PUU LH d yang dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
Peningkatan kapasitas
dap Sarana Prasarana 1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina;
5.33 Pejabat Pengawas 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD ng memenuhi standar
.33. Lingkungan Hidup di ): Jumla arana asarana yang memenu standa
Daerah (PPLHD) dj | mmum

Kabupaten/Kota
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Terfasilitasi
5.34. Pendampingan Jumlah MHA yang diakui
Pengakuan MHA
Terv'erlflkasmya MHA dan Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang
5.35. kearifan lokal atau | . . .
- di verifikasi
pengetahuan tradisional
Terverifikasi hak kearifan Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang
5.36. lokal atau hak o .
. terverifikasi
pengetahuan tradisional
5.37. Penetapan hak MHA Jumlah penetapan hak MHA
Terfasilitasi kegiatan
i jumlah MHA yang dif asilitasi
538 peningkatan J yang dif % 100%
pengetahuan dan Jumlah Total MHA
keterampilan
5 39 Terfasilitasi  penyediaan jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana X 100%
o sarana/prasarana Jumlah Total MHA 0
Terlaksananya . T
5.40. pendidikan dan pelatihan Jumlah pe.latlhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan
yang ada di satu kabupaten/kota
masyarakat
Terlaksananya pemberian
S5.41. penghargaan lingkungan Ada/ tidak ada
hidup
Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH
i i Pengaduan Masyarakat yang ditangani
540 | Yang ‘d1 terbitkan oleh ( : g Y yang g : . ) % 100%
Pemerintah daerah total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi
Kabupaten/Kota, lokasi
usaha dan dampaknya di
Daerah kabupaten/kota.
i volume timbulan sampah yang ditangani
543 T%mbular.l sampah yang . pan yang g X 100%
ditangani total timbulan sampah
Persentase jumlah | Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang
544 sampah yang terkurangi | dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang,
T melalui 3R pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang
ke lingkungan
s 45 Persentase cakupan area luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha) « 100%
T pelayanan luas area kabupaten/kota (km2/ha) 0
5 46 Persentase jumlgh jumlah sampah yang tertangani (ton) X 100%
“*6- | sampah yang tertangani total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota(ton) °
Operasionalisasi
5.47. | TPA/TPST/SPA di Nilai TPA (Program Adipura) = 71
kabupaten/kota
Persentase izin jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit 100%
5.48. pengelolaan sampah oleh jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang x 0
swasta yang diterbitkan diajukan dalam satu tahun
Persentase  pengelolaan
jumlah pengeloaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan
549 sampah oleh swasta yang J peng P yang padap % 100%

taat terhadap peraturan
perundang-undangan

jumlah pengelolaan sampah oleh swasta
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6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.1 Rasio penduduk ber-KTP Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP
o per satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah
6.2 Rasio bayi berakte Jumlah bayi berakte kelahiran
- kelahiran Jumlah bayi
6.3 Rasio pasangan berakte Jumlah pasangan nikah berakte nikah
e nikah Jumlah keseluruhan pasangan nikah
Ketersediaan database
6.4. kependudukan skala Ada/tidak ada
provinsi
Penerapan KTP Nasional
6.5. berbasis NIK Sudah/belum
Cakupan penerbitan Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan
6.6. Kartu Tanda Penduduk = x100%
Jumlah penduduk wajib KTP
(KTP)
Caku bi K jumlah penduduk lahir dan memperoleh
6.7. k:lahli)ril;ll penerbitan akta akta kelahiran di tahun bersangkutan <100%
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan °
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Cakupan sarana
71 prasarana  perkantoran Jumlah kantor pemerintahan desa yang baikxlOO%
o pemerintahan desa yang Jumlah seluruh pemerintahan desa
baik
Rata-rata jumlah
79 kelompok binaan Jumlah kelompok binaan LPM
- lembaga pemberdayaan Jumlah LPM
masyarakat (LPM)
73 Rata-rata jumlah Jumlah kelompok binaan PKK
o kelompok binaan PKK Jumlah PKK
Jumlah LSM aktif
7.4. Persentase LSM aktif 0
Jumlah LpM__ 1 00%
Persentase LPM Jumlah LPM berprestasi
75 Berprestasi Jumlah LPM x100%
Jumlah PKK aktif
7.6. Persentase PKK aktif 0
Jumlah PRK__ < 00%
Jumlah Posyandu aktif
77 Per§entase Posyandu Yy <100%
aktif Total Posyandu
Swlidgy a MasPy arakat Jumlah Swadaya masyarakat mendukung
7.8. terhadap rogram Program Pemberdayaan Masyarakat
pemberdayaan x100%
Total Program Pemberdayaan Masyarakat
masyarakat
program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca yang dikembangkan dan
7.9. Program pemberdayaan dipelihara masyarakat <100%
(o}

masyarakat

Total pasca program pemberdayaan
masyarakat
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8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P 1
r={4) X () - 1} x 100
r = laju pertumbuhan penduduk
Pt = Jumlah penduduk pada tahun t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar
t = selisih tahun Pt dengan PO
Laju pertumbuhan )
8.1. penduduk (LPp) | Pt=Po + (B - D) + (Mi - Mo)
Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0)
B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode O - t
D (death) = Jumlah Kematian selama periode O - t
Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode O - t
Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode O - t
TFR = 521-7=1 ASFR
bi
ASFRi=— xK
Pif
TFR = Angka Kelahiran Total
ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
8.2. Total Fertility Rate (TFR)
b; = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i
pada tahun tertentu
Pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada
pertengahan tahun yang sama
i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,
i=2 untuk kelompok umur 20-24,..... , 1=7 untuk kelompok
umur 45-49
K = bilangan kontanta biasanya 1000
Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan)
83 yang  berperan  aktif | Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB <100%
o dalam pembangunan Jumlah semua perangkat daerah
Daerah melalui Kampung
KB
Persentase Perangkat
Daerah  (Dinas/Badan) Jumlah perangkat daerah yang menyusun &

8.4. yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk
memanfaatkan x100%
Rancangan Induk Jumlah semua perangkat daerah
Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan
(Peraturan
Daerah/Peraturan Kepala

8.5. Daerah) yang mengatur Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk
tentang pengendalian
kuantitas dan kualitas

penduduk
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Jumlah  sektor yang
menyepakati dan
memanfaatkan data profil
(parameter dan proyeksi
8.6. penduduk) untuk Jumlah Sektor
perencanaan dan
pelaksanaan program
pembangunan
Jumlah kerjasama
penyelenggaraan
8.7. pendidikan 'formal, non Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan
formal, dan informal yang
melakukan  pendidikan
kependudukan
3.8 Rata-rata jumlah anak Jumlah anak
e per keluarga Jumlah keluarga
Jumlah Akseptor KB
8.9. Ratio Akseptor KB - x100%
Jumlah pasangan usia subur
Angka pemakaian )
8.10 kontrasepsi/ CPR bagi Jumlah peserta KB aktif <100%
. . . . (o)
perempuan menikah usia Jumlah pasangan usia subur
15 - 49
Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15-19) | Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 <1000
8.11. per 1.000 perempuan Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada
usia 15-19 tahun (ASFR pertengahan tahun yang sama
15-19)
Cakupan Pasangan Usia | jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th
8.12. Subur (PUS) yang istrinya - x100%
dibawah 20 tahun Jumlah pasangan usia subur
Cakupan PUS yang ingin Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani
8.13. ber-KB tidak terpenuhi - x100%
(unmet need) Jumlah pasangan usia subur
Persentase = Penggunaan Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP
8.14. Kontrasepsi Jangka x100%
Panjang (MKJP) Jumlah akseptor KB
Persentase tingkat Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan
8.15. | keberlangsungan kontrasepsi
. . x100%
pemakaian kontrasepsi Jumlah akseptor KB
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB
8.16. Keluarga Balita (BKB) x100%
ber-KB Jumlah anggota kelompok BKB
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB
8.17. Keluarga Remaja (BKR) x100%
ber-KB Jumlah anggota kelompok BKR
Cakupan anggota Bina Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB
8.18. Keluarga Lansia (BKL) x100%
ber-KB Jumlah anggota kelompok BKL
Pusat Pelayanan
8.19 Keluarga Sejahtera Jumlah PPKS 100%
. . . . X
(PPKS) di setiap Jumlah kecamatan °
Kecamatan
Cakupan Remaja dalam
Pusat Informasi Dan Jumlah PIK R/M
8.20. K i x100%
onselng Jumlah kecamatan

Remaja/Mahasiswa
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Cakupan PKB/PLKB
yang didayagunakan
Perangkat Daerah KB
821 untuk perencanaan dan Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan 1009
21. X
pelaksanaan Jumlah PKB/PLKB ’
pembangunan daerah di
bidang pengendalian
penduduk
Cakupan PUS peserta KB
anggota Usaha
8.9 Peningkatan Pendapatan Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri 100%
.22. ) X
Keluarga Sejahtera Jumlah anggota kelompok UPPKS °
(UPPKS) yang ber-KB
mandiri
Rasio petugas Pembantu .
Pembina KB Desa Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa
8.23. . x100%
(PPKBD) setiap Jumlah desa/kelurahan
desa/kelurahan
Cakupan ketersediaan ) ) o
dan distribusi alat dan | Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan
8.24. | obat kontrasepsi untuk gudang Alkon kab/kota <100%
. . (o}
memenuhi permintaan Perkiraan Permintaan Masyarakat
masyarakat
Persentase Faskes dan
jejaringnya (diseluruh
tingkatan wilayah) yang S )
bekerjasama dengan Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS
8.25. . — x100%
BPJS dan memberikan Jumlah Faskes dan jejaring
pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi
pelayanan
Cakupan penyediaan Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia
8.26. Informasi Data Mikro - - - x100%
Keluarga di setiap desa Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga
Persentase remaja yang Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
8.27. terkena Infeksi Menular - x100%
Seksual (IMS) Jumlah remaja
Cakupan kelompok Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan
8.28. keglat.an yang melakukan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
pembinaan keluarga - x100%
melalui 8 fungsi keluarga Jumlah kelompok kegiatan
Cakupan keluarga yang
mempunyai balita dan Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak
anak yang memahami yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan
8.29. dan melaksanakan .
pembinaan tumbuh kembang
pengasuhan dan x100%
pembinaan tumbuh Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak
kembang anak
_ ) Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut
.30, |Ratarata usia  kawin usia kawin pertama)
pertama wanita - - -
Jumlah wanita menurut usia kawin pertama
Persentase = Pembiayaan
Program Kependudukan,
831 Keluarga Bencana dan Jumlah anggaran untuk urusan PPKB
"~ | Pembangunan Keluarga Jumlah APBD dan APBDes
melalui APBD dan

APBDes
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BIDANG

NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
9. Perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal
laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu)
9.1 Jumlah arus penumpang tahun
T kut '
angrutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar
daerah.
9.2 Rasio iiin ¢ " Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan
- asto yin traye Jumlah penduduk
Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap
9.3 Jumlah uji kir angkutan | angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di
e umum dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenubhi
persyaratan teknis dan laik jalan
Jumlah Pelabuhan . .
9.4. Laut/Udara/Terminal Bis Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Persentase layanan Jumlah angkutan darat
9.5. x100%
angkutan darat Jumlah penumpang angkutan darat
. Jumlah angkutan umum yang tidak
9.6. E?;822tf§tanl§r€$ﬁihkan memiliki KIR pada Tahun n <100%
& Jumlah angkutan umum pada Tahun n °
Pemasangan Rambu- Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n
9.7. —x100%
rambu Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia
98 Rasio panjang jalan per Panjang Jalan
o jumlah kendaraan Jumlah Kendaraan
Jumlah orang/ barang
9.9. yang terangkut angkutan | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
umum
Jumlah orang/barang
9.10 melalui Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun
T dermaga/bandara/ g g g P
terminal per tahun
10. Komunikasi dan Informatika
Cakupan pengembangan
10.1 ia? k Pemblel‘;i s Jumlah KIM 100%
1. elompo nformasi X o
Masyarakat di Tingkat Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota
Kecamatan
10.2 Cakupan Layanan Luas Wilayah Yang Tercoverage
| Telekomunikasi Luas Wilayah Keseluruhan
Persentase penduduk Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon
10.3. yang menggunakan Jumlah Juduk x100
HP/telepon umiah pendudu
10.4 Proporsi rumah tangga Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet
o dengan akses internet Jumlah rumah tangga
Proporsi rumah tangga Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
10.5. yang memiliki komputer Jumlah rumah tangga

pribadi
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
111 P ¢ " { aktif Jumlah koperasi aktif
' ersentase koperast aki Jumlah seluruh koperasiX
11.2 Persentase @ UKM non Jumlah UKM non BPR/LKM aktif 100%
’ BPR/LKM aktif Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM x °
Jumlah BPR/LKM aktif
113 | Persentase BPR/LKM / <100%
aktif Jumlah seluruh BPR/LKM
Persentase Usaha Mikro Jumlah usaha mikro dan kecil
11.4 d . x100%
an Kecil Jumlah seluruh UKM
12. Penanaman Modal
Jumlah investor berskala . .
12.1. nasional (PMDN/PMA) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi
12.2. berskala nasional | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
(PMDN/PMA)
12.3 Rasio daya serap tenaga Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan
o kerja PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN
Kenaikan / penurunan Realisasi PMDN Tahun evaluasi — Realisasi PMDN
12.4. Nilai Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi %x100%
(milyar rupiah) Realisasi PMDN sebelum evaluasi
13. Kepemudaan dan Olah Raga
Persentase organisasi Jumlah organisasi pemuda yang aktif
13.1. . — x100%
pemuda yang aktif Jumlah seluruh organisasi pemuda
i Jumlah wirausaha muda
13.2. Persentase wirausaha W ; %100%
muda Jumlah seluruh wirausaha
i Jumlah cab lah dibi
13.3. Cakupan pemblnaan umlan cabang olanraga yang dibina <100%
olahraga Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar
i Jumlah pelatih bersertifikat
13.4. | Cakupan  Pelatih - yang P A 100%
bersertifikasi Jumlah seluruh pelatih
i Jumlah atlit pelaj dibi
13.5. Cakupan pembinaan atlet umlan atlit pelajar yang 1 maxl 00%
muda Jumlah seluruh atlit pelajar
13.6. Jumlah atlet berprestasi qumlah ' atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan
internasional dalam satu tahun.
13.7. Jumlah prestasi olahraga Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu
tahun
14. Statistik
Tersedianya sistem data
14.1. dan statistik yang | Ada/tidak
terintegrasi
14.0. Buku i kabupaten dalam Ada/tidak
angka
14.3. Buku "PDRB” Ada/tidak
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
15. Persandian
Persentase Perangkat
daerah yang telah Jumlah perangkat daerah yang telah
15.1. menggunakan sandi mengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat DaerahX 100%
dalam komunkasi jumlah total perangkat daerah °
Perangkat Daerah
16. Kebudayaan
Penyelenggaraan festival . .
16.1. seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
Benda, Situs dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
16.2. Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan x100%
yang dilestarikan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
Jumlah karya budaya
16.3. yang direvitalisasi dan | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
inventarisasi
Jumlah cagar budaya
16.4. yang dikelola secara | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
terpadu
17. Perpustakaan
171 Jumlah pengunjung Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun
o perpustakaan per tahun Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
. Jumlah koleksi judul buku yang
Koleksi buku yang s
. . tersedia di Perpustakaan daerah
17.2. tersedia di perpustakaan =
Jumlah koleksi jumlah buku yang
daerah .
tersedia di Perpustakaan daerah
Rasio perpustakaan Jumlah perpustakaan
17.3. x1000
persatuan penduduk Jumlah penduduk
Jumlah rata-rata
17.4. pengunjung Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun
pepustakaan/tahun
17.5. Jumlah — koleksi judul Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
buku perpustakaan
Jumlah tak Jumlah pustakawan, tenaga teknis
umla pustakawan, 1ai ik
17.6. tenaga teknis, dan penilai dan penilai yang bersertifikat —x100%
o1 o Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis
yang memiliki sertifikat o
dan penilai
18. Kearsipan
Persentase Perangkat | Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku
18.1. Daerah yang mengelola arsip secara baku <100%
arsip secara baku Jumlah Perangkat Daerah °
18.2 Peningkatan SDM | Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM

pengelola kearsipan

pengelola kearsipan
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
Layanan Urusan Pilihan
1. Pariwisata
Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata
11 Kumni isat se-Kabupaten dan Kota 100%
o unjungan wisata Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan X °
se-Kabupaten dan Kota
1.2. Lama kunjungan Wisata Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun
. PAD sektor pariwisata
1.3. PAD sektor pariwisata 0
P Total PAD x100%
2. Pertanian
Kontr1pus1 sektor Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan
2.1. pertanian/perkebunan x100%
terhadap PDRB Jumlah PDRB
59 Koritrit.)usi lsek.t.or Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) 100%
- fee rlilzggi)nPDRB (palawija) Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan X °
23 Korll;cr]iabusi . sektor Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) L00Y%
o iza; ;lerrliz dap I(D]grl;%man Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan x °
K busi Produksi Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal
ontribusi roduksi hasil kelompok petani (ton) Tahun n
2.4. kelompok petani - - x100%
Jumlah produksi padi/bahan pangan utama
terhadap PDRB )
di daerah (ton) Tahun n
. . Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal
Produktivitas padi atau .
lainnya (ton)
2.5. bahan pangan utama - x100%
. Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal
lokal lainnya per hektar .
lainya (ha)
) Jumlah kelompok petani yang mendapatkan
Cakupan bina kelompok
2.6. - bantuan pemda Tahun n
petani : - x100%
jumlah kelompok tani
3. Kehutanan
Rehabilitasi hutan dan Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi
3.1. " — x100%
lahan kritis Luas total hutan dan lahan kritis
30 Kerusakan Kawasan Luas Kerusakan Kawasan Hutan 100%
o Hutan Luas Kawasan Hutan X °
Rasio luas kawasan
lindung untuk menjaga
33 kelestarian Luas kawasan lindung
e keanekaragaman hayati Total luas Kawasan Hutan
terhadap total luas
kawasan hutan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah rumah tangga pengguna listrik
41, Persentase rumah tangga g8a penggu <100%

pengguna listrik

Jumlah seluruh rumah tangga
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NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
4.9 Rasio ketersediaan daya Daya listrik terpasang
o listrik Jumlah kebutuhan
43 Persentase pertambangan Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 100%
o tanpa ijin Luas area penambangan yang liar x °
5. Perdagangan
5.1. Ekspor Bersih nilai ekspor bersih = nilai ekspor — nilai impor
Perdagangan
. kel K Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang
5.2. C:é{;};&;ln /zlélaaha ien(f);;lri(; mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n <100%
pedagang Jumlah kelompok pedagang/usaha informal ?
6. Perindustrian
. Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan
Cakupan bina kelompok .
6.1. . bantuan binaan pemda Tahun n
pengrajin — x100%
Jumlah kelompok pengrajin
7. Transmigrasi
i Jumlah transmigran swakarsa
71 Persentase transmigran g : ' <100%
swakarsa Jumlah transmigrasi
8. Kelautan dan Perikanan
) ) Jumlah Produksi Ikan (Ton)
8.1. Produksi perikanan x100%
Target Daerah (Ton)
. Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)
8.2. Konsumsi ikan x100%
Target Daerah (Kg)
Cak bi kel K Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan
8.3. njlaugin mna kelompo bantuan pemda Tahun n <100%
Y Jumlah kelompok nelayan °
: . Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil
Produksi perikanan
8.4. kelompok nelayan kelompok nelayan x100%
P 4 Jumlah produksi ikan di daerah ?
Proporsi tangkapan ikan
Jumlah tangkapan ikan
8.5. yang  berada  dalam . gapan. _x100%
batasan biologis yang 80% dari tangkapan maksimum lestari
aman
Rasig kawasan lindung Kawasan lindung perairan
8.6. perairan terhadap total Total T : teritorial
luas perairan teritorial otal fuas perairan teritoria
L Indeks yang diterima nelayan
8.7. Nilai tukar nelayan x 100

Indeks yang dibayar nelayan
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NO

BIDANG
URUSAN/INDIKATOR

RUMUS

Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang .
1.1 telah ditetapkan dengan Ada/ tidak
PERDA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RPJMD
1.2. yang telah ditetapkan | Ada/ tidak
dengan
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan RKPD .
1.3. yang telah ditetapkan Ada/ tidak
dengan PERKADA
Tersedianya dokumen
RTRW yang telah .
1.4. ditetapkan dengan Ada/ tidak
PERDA
Penjabaran  Konsistensi Jumlah program RKPD Tahun berkenaan 100%
1.5. Program RPJMD kedalam Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan ?
RKPD Tahun berkenaan
Penjabaran  Konsistensi Jumlah program RKPD Tahun berkenaan 100%
1.6. Program RKPD kedalam Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan . °
APBD Tahun berkenaan
Kesesuaian rencana | kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan
1.7. pembangunan dengan struktur ruang 100%
RTRW dokumen RTRW x °
2. Keuangan
2.1, | Opini  BPK terhadap |y i onini BPK
laporan keuangan
Total SILPA
2.2. Persentase SILPA S —— 0
Total APBD 007
Persentase SILPA Total SILPA
2:3. terhadap APBD Total APBD x100%
Jumlah Program dalam APBD yang
tidak dilaksanakan
100%
Persentase Total Program dalam APBD x ’
2.4. program/kegiatan yang
tidak terlaksana Jumlah Kegiatan dalam APBD
yang tidak dilaksanakan
100%
Total Kegiatan dalam APBD x ?
05 Persentase belanja Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan o
| pendidikan (20%) Total APBD x100%
2.6 Persentase belanja Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan o
e kesehatan (10%) Total APBD x100%
Jumlah Belanja Langsung
. x100%
Perbandingan antara Total APBD
2.7. belanja langsung dengan
belanja tidak langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung
x100%

Total APBD
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BIDANG
NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS
2.8 Bagi hasil Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa o
o kabupaten/kota dan desa Total APBD x100%
2.9. Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Rata-rata lama pegawai
3.1. mendapatkan pendidikan
dan pelatihan
Persentase @ ASN yang Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan
3.2. mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 100%
dan pelatihan formal Jumlah total ASN X °
Persentase Pejabat .ASN Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti
yang telah mengikuti .
3.3. .y . diklat struktural o
pendidikan dan pelatihan - x100%
Jumlah total jabatan
struktural
Jumlah jabatan
3.4. pimpinan tinggi pada
instansi pemerintah
Jumlah jabatan
3.5. administrasi pada
instansi pemerintah
Jumlah pemangku
36 jabatan fungsional

e tertentu pada instansi

pemerintah
4. Penelitian dan pengembangan
4.1 Persentase implementasi Jumlah kelitbangan dalam RKPD 100%

o rencana kelitbangan. Jumlah kelitbangan dalam RPJMD x °
Persentase pemanfaatan Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti 100%
hasil kelitbangan. Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah x ?

4.2.
Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil
kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang
dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
Penerapan SIDa:
Persentase perangkat
daerah yang difasilitasi Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi
4.3. . . x100%
dalam penerapan inovasi Jumlah total perangkat daerah
daerah.
Persen.tase kebijakan Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan
4.4. inovasi yang diterapkan - - - x100%
. Jumlah inovasi yang diusulkan
di daerah.
5. Pengawasan
Persentase tindak lanjut Jumlah temuan yang ditindaklanjuti
5.1. x100%
temuan Jumlah total temuan
5.0 Persentase pelanggaran Jumlah ASN yang dikenai sanksixloo%

pegawai

Jumlah total ASN
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NO URUSAN/INDIKATOR RUMUS

5.3. Jumlah temuan BPK

6. Sekretariat Dewan

Tersedianya Rencana
Kerja  Tahunan  pada
6.1. setiap Alat-alat | Ada/Tidak
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota

Tersusun dan
terintegrasinya Program-
Program Kerja DPRD
untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan,
Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi
Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima
Tahunan (RPJM) maupun
Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)

6.2. Ada/Tidak

Terintegrasi program-
program DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan,

6.3. pembentukan Perda dan | Ada/Tidak
Anggaran ke dalam
Dokumen  Perencanaan
dan Dokumen Anggaran
Setwan DPRD

*) Untuk indikator dengan target penjumlahan, tidak menggunakan rumus tetapi langsung menentukan
jumlah yang dicapai
*) Indikator diatas dapat disesuaikan/ditambah sesuai dengan kebutuhan
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1. Aspek Geografi dan Demografi
Analisis pada aspek geografi provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan
untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah,
potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana.
Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara
keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada
provinsi/kabupaten/kota. Secara rinci analisis geografi daerah untuk provinsi
dan kabupaten/kota dapat dilakukan antara lain terhadap:
a. Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
1) luas dan batas wilayah administrasi;
2) letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:
a) posisi astronomis;
b) posisi geostrategik; dan
c) kondisi/kawasan, antara lain meliputi:
(1) pedalaman;
(2) terpencil;
(3) pesisir;
(4) pegunungan; dan
(5) kepulauan.
3) topografi, antara lain terdiri dari:
a) kemiringan lahan; dan
b) ketinggian lahan.
4) geologi, antara lain terdiri dari:
a) struktur dan karakteristik; dan
b) potensi.
5) hidrologi, antara lain terdiri dari:
a) daerah aliran sungai;
b) sungai, danau dan rawa; dan
c) debit.
6) klimatologi, antara lain terdiri dari:
a) tipe;
b) curah hujan;
c) suhu; dan
d) kelembaban.
7) penggunaan lahan, antara lain terdiri dari:
a) kawasan budidaya; dan

b) kawasan lindung.
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b. Potensi pengembangan wilayah
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah
yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya
seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-
lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
c. Wilayah Rawan Bencana
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah
yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi,
longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.
Selanjutnya, analisis aspek demografi untuk provinsi dan kabupaten/kota
adalah deskripsi mengenai:
a) jumlah dan struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin;
b) laju pertumbuhan penduduk;
c) dinamika penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan
perpindahan penduduk;
d) distribusi/persebaran penduduk; dan
e) komposisi dan populasi masyarakat yang disusun secara keseluruhan
atau kelompok tertentu didasarkan pada kriteria seperti pendidikan,

kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk
menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun
tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut
kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk penyusunan RPJMD
kabupaten/kota, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap
variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah
kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat
dimaksud terdiri dari:

2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis
dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, sebagai berikut:
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a. Pertumbuhan PDRB

Hasil analisis pertumbuhan PDRB, dapat disajikan dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Tabel T-A.3
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Konstan Tahun .....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No Sektor (n-5) (n-4) (n-3) (-2) | (a-1)")
(Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | %
1 |Pertanian
5 Pertambangan &
penggalian
3 |Industri pengolahan
4 |Listrik, gas & air bersih
5 |Konstruksi
6 Perdagangan, hotel &
restoran
Pengangkutan &
7 . .
komunikasi
Keuangan, sewa, & jasa
8
Perusahaan
9 |Jasa-jasa
PDRB
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
Tabel T-A.4
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
No Sektor (n-5) (n-4) (n-3) 0-2) | (@1
(Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | %

1 |Pertanian

Pertambangan &
penggalian

Industri pengolahan

Konstruksi

2
3
4 |Listrik, gas, & air bersih
5
6

Perdagangan, hotel, &
restoran

Pengangkutan &
7 |komunikasi angangkutan &
komunikasi

Keuangan, sewa, & jasa
Perusahaan

9 |Jasa-jasa

PDRB

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
*¥) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
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Tabel T-A.5

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun .... s.d ....
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No

(n-5) (n-4)

(n-3) (n-2)

(n-1)**)

Sektor Hb | Hk | Hb | Hk

Hb | Hk | Hb

Hk

Hb

Hk

% % % %

Y% % %

%

%

%

Pertanian

Pertambangan& penggalian

Industri pengolahan

Listrik, gas & air bersih

Konstruksi

N || PR WIN| -

Perdagangan, hotel, &
restoran

Pengangkutan &
komunikasi

Keuangan, sewa, & jasa
perusahaan

Jasa-jasa

PDRB

%)

**)

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.6

Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Tahun ..... sampai dengan Tahun...

2z
(]

Sektor

Pertumbuhan

Hb

Hk

%

%

Pertanian

Pertambangan & penggalian

Industri pengolahan

Listrik, gas & air bersih

Konstruksi

Perdagangan, hotel & restoran

Pengangkutan & komunikasi

Keuangan, sewa, & jasa perusahaan

OO N[OU|P|W N+

Jasa-jasa

PDRB

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
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Tabel T-A.7
Perkembangan PDRB provinsi/kabupaten/kota Tahun .... s.d ....
atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

PDRB
No
Kabupaten/Kecamatan*) (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
HB |HK | HB | HK | HB | HK | HB | HK | HB | HK
1 |Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
2 |Kabupaten/Kota/Kecamatan.....*¥)
3 |Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
4 |Kabupaten/Kota/Kecamatan.....*¥)
5 |Dst...
Standar provinsi/kabupaten/
kota**¥)
Standar nasional/provinsi***)
Standar internasional/ nasional***)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

*HE) Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel
kabupaten /kota diisi dengan nama kecamatan berkenaan.

****%)  Coret sesuai dengan kebutuhan (untuk kabupaten dapat dibandingkan dengan standar provinsi,

jika kecamatan dapat dibandingkan dengan standar kabupaten/kota dst....)

b. Laju Inflasi
Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Tabel T-A.8

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun.... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Rata-rata

Uraian/Kab/Kota (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)*%) pertumbuhan

Inflasi Kab/Kota

Dst......

Provinsi

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
*¥) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kesejahteraan
dan pemerataan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan
kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah

seperti contoh diatas.
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2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap

indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi

murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup,

persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang

bekerja.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator

kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut:

a. Angka Melek Huruf

Hasil analisis angka melek huruf, dapat disajikan ke dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun .... s.d ....

Tabel T-A.9

Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No

Uraian

(n-5) | m-4) | (n-3)

(n-2) | (n-1)*%)

1

membaca dan menulis

Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa

2

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

3

Angka Melek Huruf

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.10

Angka Melek Huruf Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No

Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)

Jumlah penduduk usia
diatas 15 tahun yang bisa
membaca dan menulis

Jumlah penduduk
usia 15 tahun
keatas

Angka melek
huruf

Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

Jumlah

**)

*)  Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota; dan

diisi dengan nama kecamatan.

Jika tabel provinsi, diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota
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b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam contoh

tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.11

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

(n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
No Kabupaten/Kota/Kecamatan*)
L P L P L P L P L P
1 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
3 | Dst.....
Jumlah

")
**)

***)

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi
dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial lainnya
sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat

disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel seperti contoh di atas.

2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap
indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.
Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator
kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga yang dapat disajikan ke

dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.12

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Capaian Pembangunan (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.

Al W[N]~

Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

%)

**)

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Diisi sesuai dengan ketersediaan data
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Tabel T-A.13
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan

Provinsi/Kabupaten/kota ..... *)
Jumlah gedung Jumlah klub Jumlah gedung

Jumlah grup kesenian per olahraga per olahraga per
No Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) kesenian per 10.00 Op 10 OgO Op 10 §00p
10.000 penduduk : : :
penduduk penduduk penduduk

1 |Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

2 |Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

3 |Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

Jumlah

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)  Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan
nama kecamatan.
Analisis terhadap indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga

lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota,

dapat disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel.

3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota
dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah
pada aspek pelayanan umum dalam menyusun rancangan awal dokumen
rencana terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang
dianalisis menurut kabupaten/kota di wilayah provinsi. Sedangkan untuk
kabupaten/kota menurut kecamatan di wilayah kabupaten /kota.
Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:
3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-

indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

meliputi bidang urusan:

1) pendidikan;

2) kesehatan;

3) pekerjaan umum dan penataan ruang;

4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

6) sosial.
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Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

1) tenaga kerja;

2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
3) pangan;

4) pertanahan;

5) lingkungan hidup;

6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9) perhubungan;

10) komunikasi dan informatika;

11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

12) penanaman modal;

13) kepemudaan dan olah raga;

14) statistik;

15) persandian;

16) kebudayaan;

17) perpustakaan; dan

18) kearsipan.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator
kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah, sebagai
berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) lingkup
provinsi/kabupaten/ kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai

berikut:



Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun ....
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Tabel T-A.14

s.d....

Provinsi/Kabupaten/Kota...

No Jenjang Pendidikan (n-5) ‘ (n-4) ‘ (n-3) | (n-2) | (n-1)**)
1 SD/MI
1.1. |jumlah murid usia 7-12 thn
1.2. |jumlah penduduk kelompok usia
7-12 tahun
1.3. |APS SD/MI
2 SMP/MTs
2.1. |jumlah murid usia 13-15 thn
2.2. |jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun
2.3. |APS SMP/MTs
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
Tabel T-A.15
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
SD/MI SMP/MTs
. jumlgh Sl juml.i:lh jumlah
No Kabupaten/Kota/Kecamatan*) 11;;11:1;1_ pénduduk APS uI:i:rii _ E:ld;ls_ull; APS
12 thn | USI712th 15 thn th

1 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

2 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

3 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

4 |Dst......

Jumlah

%)

-k*)

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

dengan nama kecamatan.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah/penduduk usai sekolah se

provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai

berikut:
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Tabel T-A.16
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Tahun .... s.d ....

Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No Jenjang Pendidikan (n-5) ‘ (n-4) ‘ (n-3) | (n-2) | (n-1)**)
1 SD/MI
1.1. |Jumlah gedung sekolah
192 jumlah penduduk kelompok usia
" 17-12 tahun
1.3. |Rasio
2 SMP/MTs
2.1. |Jumlah gedung sekolah
29 jumlah penduduk kelompok usia
" ]13-15 tahun
2.3. |Rasio
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
Tabel T-A.17
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun .......
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
SD/MI SMP/MTs
Jumlah jumlah
No Kabupaten/Kota/Kecamatan*) Ut penduduk . il penduduk .
gedung . Rasio gedung . Rasio
Kkolah | Usia 7-12 Kkolah | 0si2 13-15
sekolal o sekolal i
(1) (2) 3) “4) (5=3/4) (6) (M) (8=6/7)
1 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
2 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**¥)
3 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
4 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
5 |Dst......
Jumlah
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)

nama kecamatan.

c. Rasio guru/murid

Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-provinsi dan kabupaten/kota

dapat disajikan dalam cotoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.18
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
No Jenjang Pendidikan (n-5) o4 | w3 | ®2 (n-1)*%)
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru
L.2. Jumlah Murid
1.3. Rasio
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru
2.2. Jumlah Murid
2.3. Rasio

%)

*-k)

Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
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Tabel T-A.19

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan

Provinsi/Kabupaten/Kota.....*

SD/MI SMP/MTs
No Kabupaten/Kota/Kecamatan*) Jumlah Jumlah . Jumlah Jumlah .
. Rasio . Rasio
Guru Murid Guru Murid

(1) () €) “4) (5=3/4) (6) (7 (8=6/7)

1 Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

2 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

3 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)

4 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**¥)

5 |Dst......

Jumlah
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)  Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi

dengan nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan
wajib sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat
disajikan kedalam bentuk grafis atau Tabel sesuai dengan kebutuhan

daerah seperti contoh diatas.

3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah,
yaitu bidang urusan:

1) kelautan dan perikanan;

N

pariwisata;

W

pertanian;

N

kehutanan;

S U1

Perdagangan;

~

)
)
)
) energi dan sumberdaya mineral;
)
) perindustrian; dan

)

)

transmigrasi.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator
kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai
berikut:
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil analisis jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan

kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel T-A.20
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Tahun Uraian PMDN PMA Total
(1) (2) ©3) “4) (5=3+4)
n-5 Jumlah Investor
n-4 Jumlah Investor
n-3 Jumlah Investor
n-2 Jumlah Investor
n-1 Jumlah Investor
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Hasil analisis nilai PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat

disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.21
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

Persetujuan Realisasi

Tahun = : = p
Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi

n-5

n-4

n-3

n-2

n-1

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan

kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.22

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)*)

Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada
perusahaan PMA/PMDN

Jumlah seluruh PMA/PMDN

Rasio daya serap tenaga kerja

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus layanan urusan
pilihan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat
disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan
daerah seperti contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran A Peraturan

Menteri Dalam Negeri ini.
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4. Aspek Daya Saing Daerah
Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas
wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap
indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran

konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar

petani.
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Hasil analisis konsumsi RT perkapita, dapat disajikan dalam tabel sebagai

berikut:
Tabel T-A.23
Angka Konsumsi RT per Kapita
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....¥)
No Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)*%)

Total Pengeluaran RT

2. |Jumlah RT
3. Rasio (1./2.)
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

*¥) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Tabel T-A.24
Angka Konsumsi RT per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No Kabupaten /Kota/Kecamatan*) Total pengeluaran RT Jumlah RT Rasio
(1) @) &) 4 (5=3/4)
1. Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
2. Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
3 Dst ......
Jumlah
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)  Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan

nama kecamatan.

b. Nilai Tukar Petani
Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat

disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:
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Tabel T-A.25
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
1. Indeks Yang Diterima Petani (lt)
2. Indeks Yang Dibayar Petani (lb)
3. Rasio
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**) Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
Tabel T-A.26
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun ....

Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No Kabupaten/Kota/Kecamatan*) Indeks})z;rii ](?Sterlma Indek;;:zig (E)l)bayar Rasio
(1) &) (3) (4) (5=3/4)
1. Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
2. Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
3 Dst ......
Jumlah
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)  Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan
nama kecamatan.

c. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT

Non-Pangan)

Untuk menghitung jumlah konsumsi non-pangan perkapita, dapat

disajikan ke dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel T-A.27
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun .... sd ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
NO Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
1. |Total pengeluaran RT non pangan
2. |Total pengeluaran
3. |Rasio
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**)  Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
Tabel T-A.28

Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Menurut Kabupaten/kota Tahun ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
No Kabupaten/Kota/Kecamatan*) TOtalNl:;nl%Zil;:n Rt Pen;::)ltj ;ran
(1) (2) (3) (4) (5=3/4)
Kabupaten/Kota/Kecamatan

Rasio

—_

**)

Kabupaten/Kota/Kecamatan

*‘k)

Kabupaten/Kota/Kecamatan

*‘k)

Kabupaten/Kota/Kecamatan

**)

SNl Rl

Jumlah

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)  Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan
nama kecamatan.
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Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus kemampuan ekonomi
daerah sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota, dapat disajikan
kedalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti
contoh diatas, dengan merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri ini.

4.2. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap
indikator-indikator:

1) rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;

2) jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum;

3) jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun;
4) ketaatan terhadap RTRW;

5) luas wilayah produktif;

6) luas wilayah industri;

7) luas wilayah kebanjiran;

8) luas wilayah kekeringan;

9) luas wilayah perkotaan;

10) jenis dan jumlah bank dan cabang;

11) jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang;

12) jenis, kelas, dan jumlah restoran;

13) jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel;

14) persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih;

15) rasio ketersediaan daya listrik;

16) persentase rumah tangga yang menggunakan listrik; dan

17) persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator
kinerja pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:
a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:
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Tabel T-A.29
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

(n-4)

No Uraian (n-5) (n-2) (n-1)**)

L. | Realisasi RTRW

2. |Rencana Peruntukan RTRW

3. |Rasio (1./2.)
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**)  Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai

berikut:
Tabel T-A.30
Persentase Luas Wilayah Produktif
Tahun .... s.d ....
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
No Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
1. |Luas wilayah produktif
2. |Luas Seluruh wilayah budidaya
3. |Rasio (1/2.)
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**)  Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
Tabel T-A.31
Persentase luas Wilayah Produktif Tahun ....
Menurut Kabupaten/Kota/Kecamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
No Kabupaten/Kota/Kecamatan*) Lu;rsoxft};?h Will-l;;:hslgiilril(lili;ya Rasio
(1) @) 3) “4) (5=3/4)
1 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
2 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
3 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
4 | Kabupaten/Kota/Kecamatan.....**)
5 [Dst......
Jumlah
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)  Jika tabel provinsi, diisi sesuai nama kabupaten/kota berkenaan, dan apabila tabel kabupaten/kota diisi dengan
nama kecamatan.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus fasilitas/infrastruktur
wilayah sesuai dengan kebutuhan untuk provinsi dan kabupaten/kota, dapat
disajikan ke dalam bentuk grafis atau tabel.

4.3. Fokus lklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator:

1) angka kriminalitas;
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2) jumlah demonstrasi;

3) lama proses perijinan;

4) jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
5) jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan

6) persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

a. Angka kriminalitas
Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Tabel T-A.32
Angka Kriminalitas
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

2
(e}

Jenis Kriminal (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)

Jumlah kasus narkoba

Jumlah kasus pembunuhan

Jumlah kejahatan seksual

Jumlah kasus penganiayaan

Jumlah kasus pencurian

Jumlah kasus penipuan

Jumlah kasus pemalsuan uang

Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun

O ®I N G B

Jumlah penduduk

H
o

Angka kriminalitas (8)/(9)

*)  Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**)  Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

b. Jumlah demonstrasi
Untuk menghitung jumlah demontrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Tabel T-A.33
Jumlah Demo
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)

No Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
1 Bidang politik

2 Ekonomi

3 Kasus pemogokan kerja

4 Jumlah unjuk rasa

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**)  Diisi sesuai dengan ketersediaan data.

Analisis terhadap indikator kinerja lainnya pada fokus iklim berinvestasi
sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan ke
dalam bentuk grafis atau tabel sesuai dengan kebutuhan daerah seperti
contoh di atas, dengan merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri ini.
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Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio

ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

a. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Tabel T-A.34

Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

NO Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
1. Jumlah lulusan S1

2 Jumlah lulusan S2

3. Jumlah lulusan S3

4 Jumlah lulusan S1/S2/S3

S Jumlah penduduk

6. Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**)  Diisi sesuai dengan ketersediaan data

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel

sebagai berikut:

Tabel T-A.35
Rasio Ketergantungan Tahun .... s.d ..
Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
No Uraian (n-5) (n-4) (n-3) (n-2) (n-1)**)
1. |Jumlah penduduk usia < 15 tahun
2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun
3. |Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)
4. |Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun
5. |Rasio ketergantungan (3)/ (4)

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

**)

Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
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B. TATA CARA PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT
DAERAH

B.1. Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan

Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Tahapan persiapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan

dokumen rencana perangkat daerah dilakukan melalui beberapa tahapan

sebagai berikut:

B.1.1.Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

a. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
BAPPEDA selaku koordinator perencanaan di daerah, membentuk tim
penyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimulai dari penyiapan
surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun
dokumen rencana pembangunan daerah tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan
dengan keputusan kepala daerah. Tim penyusun dokumen rencana
pembangunan daerah dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja)
berdasarkan urusan atau gabungan beberapa urusan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan
kabupaten/kota.
Tugas tim penyusun dokumen rencana pembangunan daerah dijabarkan
ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari
tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang dokumen rencana pembangunan daerah tersebut.
Susunan keanggotaan tim penyusun dokumen rencana pembangunan

daerah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah

Ketua Tim : Kepala BAPPEDA

Wakil Ketua : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Sekretaris : Sekretaris BAPPEDA

Kelompok kerja/Anggota : Kepala Perangkat Daerah sesuai

dengan kebutuhan.
b. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah
Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja
Perangkat Daerah dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan

Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat
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Daerah dan/atau Renja Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Perangkat
Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di
bidang perencanaan dan penganggaran.

Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
dipersiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada
kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah.
Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan
Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala

daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah
Sekretaris Tim  : Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya
Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan

kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja
dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan
unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai
kompeten sebagai tenaga ahli.
Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah
bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen
perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan
pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat

daerah.

B.1.2.0rientasi Mengenai Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan
Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Orientasi kepada seluruh anggota tim bertujuan untuk penyamaan persepsi
dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan
dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun
dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bahan orientasi mengenai dokumen rencana pembangunan daerah dan
dokumen rencana perangkat daerah, mencakup:

1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan

pembangunan dan penganggaran daerah;
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2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen rencana
pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah; dan
3) Buku-buku literatur tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran

daerah.

B.1.3.Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Rencana kegiatan tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai

dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan peraturan daerah/peraturan

kepala daerah tentang dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen

rencana perangkat daerah.

1) Agenda Kerja RPJPD
Penyusunan agenda kerja dokumen RPJPD dilaksanakan paling lambat 1
(satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir dan jangka
waktu penetapan RPJPD paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode
sebelumnya berakhir. Penyusunan RPJPD dimulai dari penyusunan
rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir
dan penetapan.

2) Agenda Kerja RPJMD
Penyusunan agenda kerja dokumen RPJMD dimulai paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum pemilihan kepala daerah dan Jangka waktu penetapan Perda
RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
Penyusunan RPJMD dimulai dari penyusunan rancangan awal sementara,
rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang,
penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

3) Agenda Kerja RKPD dan Renja Perangkat Daerah
Penyusunan agenda kerja dokumen RKPD berbeda dengan RPJPD dan
RPJMD. Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat
ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci
setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu
sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang
RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik
kalender kegiatan. Rancangan awal RKPD dijadikan acuan bagi setiap
Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah.
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Penyusunan agenda kerja dokumen Renja Perangkat Daerah, disusun
agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan
dokumen Renja Perangkat Daerah dengan satuan waktu sejak persiapan
sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja
Perangkat Daerah. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah
matrik kalender kegiatan. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah
dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota
dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
4) Agenda Kerja Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan agenda kerja dokumen Renstra Perangkat Daerah dimulai
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya penyusunan rancangan
awal sementara RPJMD dan jangka waktu penetapan peraturan kepala
daerah tentang Renstra Perangkat Daerah paling lambat 7 (tujuh) bulan
setelah kepala daerah dilantik.

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat

daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

B.1.4. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai
berikut:

1) Menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan
dokumen rencana pembangunan daerah dan disajikan dalam bentuk matrik
untuk memudahkan analisis;

2) Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang
dapat dipertanggungjawabkan; dan

3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan
kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah, antara lain:

1) Peraturan perundangan terkait;

2) Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;

3) Dokumen-dokumen sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. RPJPN, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RPPLH Provinsi, dan
memperhatikan RPJPD daerah lainnya untuk penyusunan RPJPD

provinsi;
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b. RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RPPLH Kabupaten/kota,
dan memperhatikan RPJPD daerah tetangga untuk penyusunan RPJPD
kabupaten/kota;

c. RPUMN, RPJPD Provinsi, RTRW provinsi, RPPLH Provinsi, dan
memperhatikan RPJMD tetangga untuk penyusunan RPJMD provinsi;

d. RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten/Kota, RTRW
Kabupaten/Kota, RPPLH kabupaten/kota, dan memperhatikan RPJMD
Kabupaten/Kota daerah tetangga untuk penyusunan RPJMD
Kabupaten/Kota;

e. RKP, RPJPD Provinsi dan RPJMD provinsi untuk penyusunan RKPD
provinsi;

f. RKP, RKPD provinsi, RPJPD Kabupaten/kota dan RPJMD
Kabupaten/Kota untuk penyusunan RKPD Kabupaten/Kota;

g. Hasil evaluasi RPJPD periode lalu untuk penyusunan RPJPD;

h. Hasil evaluasi RPJMD periode lalu untuk penyusunan RPJMD;

i. Hasil evaluasi RKPD periode lalu untuk penyusunan RKPD; dan

j- Data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

4) Data kuantitatif minimal lima tahun terakhir
Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen

RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

B.1.5. Pengolahan Data Dan Informasi

Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh
kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen
pertemuan, bahan paparan (slide atau white paper), hasil riset dan lain-lain,
menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi
pembahasan tim dan pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan
rancangan awal dokumen rencana pembangunan daerah. Dalam pengolahan
data dan informasi perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan
bertanggungjawab terhadap inventaris data, pengumpulan, dan pengolahan
data.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi
secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek kondisi geografis, demografi, potensi sumber
daya, ekonomi dan keuangan, dan informasi terkait dengan indikator kinerja
kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Selain
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aspek tersebut juga perlu disiapkan data dan informasi terkait potensi sumber
daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah. Kompilasi keseluruhan data dan
informasi di atas dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis
secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan
perkembangan tentang gambaran kondisi umum daerah sekurang-kurangnya
5 (lima) tahun sebelumnya.

Tidak semua data dan informasi yang terkumpul, disajikan dalam dokumen
perencanaan, bergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang
paling signifikan sesuai dengan kebutuhan.

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi
dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah  provinsi dan  kabupaten/kota. Adapun indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga)
aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum
dan aspek daya saing daerah.

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dapat dirangkum

dalam bentuk tabel, sebagai berikut:
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Tabel T-B.1.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Aspek/Fokus/Bidang Target kinerja Realisasi Kinerja Interpretasi
Urusan/ Indikator belum
No Kinerja tercapai (<);
Pembangunan | (8-5) | (-4 | (-3) | (n-2) [n-1)*")| (n-5) | (0-4) | (0-3) | (0-2) [0 1™ cequai (o),
Daerah melampaui (>)

KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

11 Kesejahteraan dan

o Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi

1.1.1. keuangan daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian

1111 Pertumbuhan PDRB

1.1.1.2 Laju inflasi

1.1.1.3 PDRB per kapita

1114 Dst....

1.2. Kesejahteraan Sosial

121 Pendidikan

1211 Angka melek huruf
Angka rata-rata lama

1.2.1.2
sekolah

1.2.1.3 Dst ......

1.3. Dst ......

131 Dst....
PELAYANAN UMUM

21 Pelayanan Urusan

’ Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan
Wajib Berkaitan
dengan Pelayanan
Dasar

2.1.1 Pendidikan

2111 Pendidikan dasar
Angka partisipasi

21111
sekolah
Rasio ketersediaan

2.1.1.1.2 |sekolah/penduduk
usia sekolah

2.1.1.1.3 |Rasio terhadap murid

2.1.1.14 |Dst......

2119 Pendidikan
menengah
Angka partisipasi

2.1.1.2.1
sekolah
Rasio ketersediaan

91122 sekolah terhada}p
penduduk usia
sekolah

2.1.1.3 Dst.....

2.1.2 Kesehatan

0191 Rasio posyandu per
satuan balita

2122 Rasio puskesmas,

poliklinik, pustu per
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Aspek/Fokus/Bidang Target kinerja Realisasi Kinerja Interpretasi
Urusan/ Indikator belum
No Kinerja tercapai (<);
Pembangunan | (8-5) | (-4 | (0-3) | (n-2) [n-1)*")| (n-5) | (n-4) | (0-3) | (0-2) [0 1™ cequai (o),
Daerah melampaui (>)

satuan penduduk

2123 Dst....

2.1.3 Dst...

2.1.31 Dst....
Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak
Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
Tenaga kerja
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
Angka Pengangguran
Dst...
Pelayanan Urusan

2.2 . .
pemerintahan Pilihan

221 Pertanian
Produktivitas padi

2211 atau bahan pgngan
utama lokal lainnya
per hektar
Kontribusi sektor

2212 pertanian  terhadap
PDRB

222 Kehutanan
Rehabilitasi hutan

2221 dan lahan kritis

2922 Kerusakan Kawasan
Hutan

2223 Dst....

223 Dst

2.23.1 Dst......
DAYA SAING
DAERAH

31 Kemampuan
Ekonomi
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi

3.1.1 keuangan daerah,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan
Persandian
Pengeluaran

3.11.1 konsumsi rumah
tangga per kapita
Pengeluaran

3.1.1.2 konsumsi non
pangan perkapita

3113 Produktivitas total
daerah

3.1.14 Dst......

3.1.2 Pertanian

3.1.21 Nilai tukar petani

32 Fasilitas

’ Wilayah /Infrastuktur
3.21 Perhubungan
3211 Rasio panjang jalan

per jumlah
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Aspek/Fokus/Bidang Target kinerja Realisasi Kinerja Interpretasi
Urusan/ Indikator belum
No Kinerja tercapai (<);
Pembangunan (n-5) | m-4) | (n-3) | (n-2) [n-1)**)| (n-5) | (n-4) | (n-3) | (n-2) [n-1)**) sesuai (=);
Daerah melampaui (>)
kendaraan
Jumlah orang/
barang yang
2.1.2

3 terangkut angkutan
umum

3.2.13 Dst...

3.2.2 Penataan Ruang
Ketaatan terhadap

3.2.21 RTRW
Luas wilayah

2.2.2

3 produktif

3.2.23 Dst.....

3.3 Dst ....

33.1 Dst...

*)  Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
**)  Diisi sesuai dengan ketersediaan data.
interpretasi diisi dengan belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)

B.1.6.Penelaahan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan
Hasil evaluasi dokumen rencana periode sebelumnya memberikan gambaran
tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah yang telah
dilaksanakan dalam dokumen rencana periode sebelumnya, baik kinerja
tahunan (RKPD), kinerja jangka menengah (RPJMD) maupun kinerja jangka
panjang (RPJPD) untuk menjamin kesinambungan dengan rencana
pembangunan yang disusun.
a. Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD dan RPJMD
Evaluasi Hasil RPJPD dan RPJMD diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan
RPJPD dan RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel T-B.2.

Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
Provinsi/Kabupaten/Kota ......

Periode Pelaksanaan: tahun

...-tahun .........

D :
ata Capaian Target pada

Target Sasaran

Capaian Sasaran

Tingkat Capaian

Capaian Pada

. Peri Ke- . 0
NO Sasaran Pokok In(.i1ka"cor pada' G Akhir Periode Pokok Periode Ke- | Pokok Periode Ke- Eodope Akhir Periode Rasio C‘apal
Kinerja Periode (%) an Akhir (%)
Perencanaan Perencanaan
Perencanaan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
(1) 2) (3) (4) (5) @ [ (M| B ] O (10) (11) (12) (13)] (14| ((15) (16)] (17) (18) (19)

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJPD berikutnya:

Tata cara pengisian Tabel T-B.2:

Kolom (1): diisi dengan nomor urut;

Kolom (2): diisi dengan sasaran pokok RPJPD;

Kolom (3): diisi dengan indikator sasaran pokok RPJPD;

Kolom (4): diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;
Kolom (5) : diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;

Kolom (6) s.d. (9) : diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (10) s.d. (13) : diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;

Kolom (14) s.d. (17) : diisi dengan membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode;

Kolom (18)
Kolom (19)

: diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan

: diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 18) dan target (kolom 5).
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Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

1) realisasi kinerja indikator sasaran pokok yang mencapai maupun tidak
mencapai target yang direncanakan;

2) faktor-faktor = penyebab  tidak  tercapainya, terpenuhinya  atau
terlampauinya target kinerja;

3) kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut dalam RPJMD/RPJPD periode berikutnya;
dan

4) implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang
dipedomani dalam RPJMD /RPJPD periode berikutnya.
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Tabel T-B.3.
Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Provinsi/Kabupaten/Kota ......

Periode Pelaksanaan: tahun ......... - tahun .........
Data 0 5 Tingkat Capaian Target RPJMD & . Rasio
. . arget pada P p apaian .
Tujuan/ Indikator Capaian Akhir Target RPJMD Tahun Ke- Capaian Target RPJMD Tahun Ke- Lo Ha§11 ?elaksanaan RKPD Pada Cajgri
NO Sasaran/ L. pada Awal . provinsi Tahun Ke- . an
Kinerja periode 0 Akhir Tahun .
Program Tahun (%) Akhir
Perencanaan Perencanaan o
Perencanaan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (%)
(5) (6) (7) (8) 9 | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) 21 (22)
(1) @) (©) “4)

K Rp |K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp|K|Rp K Rp K |Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD berikutnya:

Tata cara pengisian Tabel T-B.3:
Kolom (1) : diisi dengan nomor urut;
Kolom (2): diisi dengan tujuan/sasaran/program RPJMD;
Kolom (3): diisi dengan indikator tujuan/sasaran/program RPJMD;
Kolom (4): diisi dengan capaian indikator pada awal periode perencanaan;
Kolom (5): diisi dengan target indikator pada akhir periode perencanaan;
Kolom (6) s.d. (9) : diisi dengan target sasaran pokok tiap periode perencanaan;
Kolom (10) s.d. (13) : diisi dengan capaian sasaran pokok tiap periode perencanaan;
Kolom (14) s.d. (17) : diisi dengan membandingkan antara capaian tiap periode dengan target tiap periode;
Kolom (20) : diisi dengan capaian pada akhir periode perencanaan; dan

Kolom (21) : diisi dengan membandingkan antara capaian (kolom 18) dan target (kolom 5).
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Telaahan hasil evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah mencakup:

1) realisasi program yang mencapai maupun tidak mencapai target yang
direncanakan;

2) realisasi program yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang
direncanakan;

3) faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau terlampauinya
target kinerja program;

4) kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan

5) implikasi yang timbul terhadap pencapaian sasaran pokok RPJPD yang
dipedomani dalam RPJMD periode berikutnya.

b. Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD

Terdapat tiga (3) hal utama dalam melakukan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan RKPD yaitu: 1) Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu; 2) Review

capaian kinerja RPJMD; dan 3) Evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai

tahun berjalan.

1) Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu
Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan
tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan
capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu.
Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk
menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan
atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada
penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2) Review Capaian Kinerja RPJMD
Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD
dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target
kinerja program di tahun rencana, dengan mempertimbangkan
pencapaian target kinerja sampai dengan tahun berjalan. Hasil kajian
tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan
pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD
tahun rencana, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun
periode RPJMD dapat tercapai.
Review capaian prioritas dan target program RPJMD dilakukan melalui

langkah-langkah:



- 266 -

(1) identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program prioritas dan
target kinerja program.

(2) evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun
sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja sampai
dengan tahun berjalan terhadap target kinerja RPJMD.

(3) sajikan dalam bentuk matrik analisis.

(4) rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah
dikaitkan dengan capaian kinerja program RPJMD.

(5) identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana
berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan,
misalnya sektor atau program apa yang perlu dipacu
pembangunannya, yang perlu dipertahankan kinerjanya, dan yang

dapat ditunda/dikurangi target kinerjanya.

c. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Kegiatan review ini menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan

RKPD yang bersumber dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah (LPPD), atau dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun

sebelumnya. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta tahun-

tahun sebelumnya pada periode RPJMD dikompilasikan sehingga dapat

diperoleh gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD, sebagai

bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya bidang-bidang urusan

pemerintahan apa saja yang perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu

dipertahankan kinerjanya.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan

menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

(1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil atau keluaran yang direncanakan.

(2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil atau keluaran yang direncanakan.

(3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau
keluaran yang direncanakan.

(4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program atau kegiatan.
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(5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan
kinerja pembangunan daerah.

(6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD secara keseluruhan dapat

dilihat pada tabel berikut:
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Tabel T-B.4.
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Realisasi Target dan realisasi kinerja program Perkiraan realisasi capaian target
Target target dan keluaran kegiatan tahun lalu Target RPJMD sampai dengan tahun
capaian kinerja hasil (n-2) program/ berjalan
5 Indikator kinerja program kegiatan Perangkat
Urusan/Bidang Urusan L Realisasi o ) ) )
Kode Pemerintahan Daerah Kinerja Program RPJMD dan RKPD RKPD Realisasi capaian | Tingkat capaian Daerah
. (outcome)/ Tahun ........ keluaran Target RKPD Tineikeit tahun A e R L — Penanggung
Dan Program/Kegiatan ; : 5 g ftalrarE g " prog g
Kegiatan (outpuf) (akhir kegiatan tahun ..... Realisasi | Pefjalan | pegiatan s/d tahun s/d tahun Jawab
periode s/ddengan | (tahunn-2) | , ;7 %) (tahunn- | =
RPJMD) tahun ...... (tahun n- 1) (tahun berjalan/n—l) (%)
(tahun n-3) 2)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
WAJIB
01 Pendidikan
Program Wajib Belajar|{Angka Partisipasi
01 (01 Pendidikan Dasar|Murni (APM)
Sembilan Tahun
Kegiatan Pembangunan|Jumlah sekolah
01 |01 |01
gedung sekolah. yang terbangun
Kegiatan pembangunan|Jumlah rumah
rumah dinas kepala|dinas kepala
01 (01 |02 .
sekolah, guru, penjaga|sekolah yang
sekolah terbangun
Penambahan ruang|Jumlah ruang kelas
01 |01 |03
kelas sekolah terbangun
01 |01 |04 [Dstecceeeevenennnnn.




- 269 -

Cara Pengisian Tabel diatas:

Tabel ini diisi oleh Tim penyusun berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan
RKPD dan/atau Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Realisasi Renstra Perangkat Daerah, dan/atau dari laporan pertanggung
jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.
Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Kolom (1) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah/Program/Kegiatan.

—» Kode Urusan Pemerintahan Daerah

—>» Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
—» Kode Program

—>» Kode Kegiatan

Kolom (2) diisi dengan:

e uraian nama urusan pemerintahan daerah;

e uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /kota.

e uraian judul program yang direncanakan;

e uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Kolom 3 Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
diisi sebagai berikut:

e Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)
sesuai dengan yang tercantum didalam RPJMD.

e Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil
seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil
lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah
berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan
tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat
pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup
kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome,
pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah
diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau
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manfaat yang besar kepada masyarakat banyak. Oleh karena itu
kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil
program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang
direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang
telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.

e Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu
yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan
yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur
keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan
dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi
dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan
untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur
dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan
terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan
sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu kolom ini digunakan
untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan
yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan.

e Contoh indikator kinerja program (outcomes) dan indikator
kinerja kegiatan (output/keluaran) sebagai berikut:

Program: “Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun”

Indikator Kinerja Program: "Angka Partisipasi Murni (APM)”

Kegiatan 1: “Pembangunan gedung sekolah”.

Indikator Kinerja Kegiatan: ” Jumlah sekolah yang terbangun®

Kegiatan 2: “Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah”

Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah rumah dinas kepala

sekolah yang ter